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ABSTRACT 
Implementation Policy Of Secure And Prosperous Data Family
 

In Distribution Intrauterine Device
 
Sub-Province of Sintang
 

Zulfilln
 

zulfianstg@gmail.com
 
Open University
 

This Research of background is existence of the problem of matter 
channeling of contraception subsidize to Secure and prosperous Family Pre ( PRE 
of KS) and Secure And Prosperous Family of Phase of I ( KS I), its difficult 
problems obtaining of intrauterine devices subsidi:re to Family Pre of KS and 
Secure And Prosperous Family of Difficult Phase I. obtaining of intrauterine 
devices to Family Pre of KS and Secure and prosperous Family of Phase of I 
writer of indication of that Data which have been executed by valid of 
questionable data, with evaluation some aspect among others, human resource 
aspect, budget aspect, facilities and basic facilities aspect and geographical aspect. 

This research included in descriptive type. this Research Subjek is : Head 
Body Family of planning and Enableness Of Woman Of Sub-Province of Sintang, 
Head Area Data and Information Body Family of Planning and Enableness Of 
Woman, Head Sub Area Gathering and Data Processing Of Body Family of 
planning a and Enableness Of Woman Of Sub-Province of Sintang, Coordinator 
Extension Agent Of Field Family of Planning District Of Dedai, Extension Agent 
Of Field Family of Planing District of Dedai and Assistant Of Executor Of 
Family of Planning ( PPKBD)/ Sub of PPKBD District of Dedai 

Result of research show that execution of Secure and prosperous Data 
Family have been executed as according to process however in its execution not 
yet is optimal, the mentioned indication for example is: process of Soialisasi do 
not be executed maximally and executed limitedly with information have ladder 
to of mouth of troublesome. In executing activity of training! stock purchasing only 
passed to Koordinatorr PLKB and of PLKB without entangling officer of data as a 
whole and executed in a short time. the limited Human Resource officer of data 
that is Extension Agent Of Field Family of Planning ( PLKB) and of PPKBD / 
sub of PPKBD, Geographical Condition of Sub-Province of Sintang very wide of 
accessed limited transportation and also its minim of supporter facilities and basic 
facilities and also the limited Budget. 

Keyword: Implementation, Secure and prosperous Data Family 
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ABSTRAK 

Implemeotasi Kebijakao Peodataao Keluarga Sejahtera
 
Dalam Peodistribusiao A1at Kootrasepsi
 

Di Kabupateo Siotaog
 

Zulfiao 

zulfiaostg@gmail.com 

Uoiversitas Terbuka 

Pcnelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dalam hal penyaluran 
a1at kontrasepsi bersubsidi bagi Keluarga Pm Sejahtem (PRA KS) dan Keluarga 
Sejahtern Tahap I (KS I), permasalahannya suiit diperolehnya a1at-a1at kontrnsepsi 
bersubsidi bagi Keluarga Pm KS dan KS I. Sulit diperolehnya a1at-alat 
kontrasepsi bagi Keluarga Pm KS dan KS I penulis mengindikasikan bahwa 
Pendataan yang telah dilaksanakan keakuratan data diragukan, deogan tinjauan 
beberapa aspek diantaranya, aspek sumber daya manusia, aspek anggaran, aspek 
sarana dan prnsarana dan aspek geogrnfis. 

Penelitian ini termasuk dalam tipe deskriptif. Dimana yang menjadi subjek 
penelitian ini adalah: Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Data dan Informasi Badan 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kepala Sub Bidang 
Pengumpulan dan Pengolahan Data Badan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, Koordinator Penyulub Lapangan 
Keluarga Berencana Kecamatan Dedai, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 
Kecamatan Dedai dan Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana (PPKBD)I Sub 
PPKBD Kecamatan Dedai. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan Pendataan Keluarga 
Sejahtem telah di laksanakan sesuai dengan proses akan tetapi dalam 
pelaksanaannya belum optimal, indikasi hal tersebut antara lain adalah: Proses 
sosialisasi tidak dilaksanakan secara maksimal dan diIaksanakan secarn terbatas 
dengan informasi berjenjang dari mulut kemulut. Dalam melaksanakan kegiatan 
pelatihan hanya diberikan kepada KoordinatoIT PLKB dan PLKB tanpa 
melibatkan petugas pendataan secarn keseluruhan dan dilaksanakan dalam waktu 
singkat, terbatasnya Sumber Daya Manusia petugas pendataan yaitu Penyuluh 
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan PPKBD/Sub PPKBD, Kondisi 
Geogrnfis Kabupaten Sintang yang sangat luas dengan akses transportasi yang 
terbatas serta minimnya sarana dan prasarana pendukung serta terbatasnya 
Anggarnn. 

Kata Kuoci: Implemeotasi, Pendataao Keluarga Sejahtera 
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BAB II
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

A. Kajian Empiris (Penelitian Terdahulu) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sutirin (2006) yang berjudul Implementasi 

Kebijakan Pendataan Rumah Tangga Miskin dan Distribusi KKB Oleh Badan 

Pusal Statistik (Studi Kasus di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang) , dalam 

penelitian tersebut mengkaji Proses Implementasi Kebijakan Pendataan Rwnah 

Tangga Miskin lerhadap pendistribusian Kartu Konpensasasi Bahan Bakar 

Minyak (KKB). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan sebagaimana disebutkan oleh para ahIi 

memang harns diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh para pelaksana 

kebijakan, baik itu faktor yang bernsal dari luar maupun faktor-faktor yang berasal 

dari dalam. Lebih jauh penulis dalam penelitian ini berpendapat bahwa selain 

faktor-faktor yang sudah disebutkan, faktor budaya perlu ditarnbahkan. 

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat persamaan dengan 

penelitian diatas, yakni dalam penelitian penulis hanya menekankan bagaimana 

proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera yang 

selanjutnya akan bedampak kepada kevalidan data sehingga harapan kedepan 

dalam mendistribusikan alat kontrasepsi bersubsidi sesuai sasaran yaitu keluarga 

Pra Sejahtera (Pra KS ) dan Keluarga Sejahtera Tahap satu (KS 1 ). Sedang 

penelitian terdahulu untuk memperoleh basil dari pendataan Rwnah Tangga 

Miskin lerhadap pendistribusian KKB. 
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A.	 Kajian Teori 

1.	 Kebijakan 

.. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis 

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 

earn bertindak (tentang pemerintahan., organisasi, dsb); pemyataan cita~ita, 

tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 

sasaran. 

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008:7) mendefinisikan 

kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat 

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap 

pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku 

yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi 

kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan hams menunjukan apa yang 

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan 

pada suatu masalah. 

Sedangkan pengertian kebijakan akan dikemukakan oleh James E. 

Anderson yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:3) dalam bukunya "Analisis 

Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara" 

menyebutkan: "Kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja 
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dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya 

masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi". 

Penulisan selanjutnya peneliti lebih banyak menggunakan kata kebijakan 

seperti pengertian dari Leslie A. Pal yang dikutip oleh Joko Widodo (2009:10) 

dalarn bukunya "Analisis Kebijakan Publik", mengatakan sebagai berikut : 

As a course ofaction or inaction chosen by public authorities to address a 
given problem or interrelated set ofproblems. 

Kebijakan merupakan sebuah peljalan dari aksi ataupun tanpa aksi yang 
dipilih oleh ahli publik untuk memberikan sebuah inti perrnasalahan atau 
untuk memberikan penghubung kedua belah pihak dalarn menyelesaikan 
duduk permasalahan. 

Beda hal Pengertian kebijakan yang dikemukakan Eulau dan Prewitt yang 

dikutip oleh Jones dan dikutip kembali oleh Hessel Nogi (2003:4) dalam bukunya 

"Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah" mengemukakan pendapat sebagai 

berikut : 

"A standing drecision characterized by behavioral consistency and 
repetitivensess on the part ofboth thase who make it and who abide by L 
Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan 
pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka 
Yang tllelll8tul1i lceputusaIl tersebut." 

Pendapat lain dari Kartasasmita yang dikutip oleh Joko Widodo (2004:125) 

dalarn bukunya "Analisis Kebijakan Publik" mengemukakan pendapat sebagai 

berikut: 

"Kebijakan merupakan upaya untuk memaharni dan mengartikan apa yang 
dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, 
apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan apa pengarub dan 
dampak dari kebijakan publik tersebut". 
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Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri 

masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka 

untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) 

memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : 

a) Kebijakan hams dibedakan dari keputusan 
b) Kebijakan sebenamya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi 
c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 
d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 
e) Kebijakan biasanya mempunyai basil akhir yang akan dicapai 
f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun 

implisit 
g) Kebijakall muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu 
h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan 

yang bersifat intra organisasi 
i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kurn:i lembaga­

lembaga pemerintah 
j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin 

digunakan secara luas seperti pada "kebijakan luar negeri Indonesia" , "kebijakan 

ekonomi Jepang", dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang 

lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang 

debirokartisasi dan dereguiasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi 

Winamo sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan 

dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, 

ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11). Irfan Islamy 

sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan hams dibedakan dengan 

kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya 

dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan 
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memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan 

mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. 

Lebih lanjut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) 

mengungkapkan bahwa kebijakan adalah .. a purposive course ofaction followed 

by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern ,. 

(Serangkaian tindakan yang rnempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang pelaku alau sekelompok pelaku gwla memecahkan 

suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini 

menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat kareua memusatkan 

perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang 

diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas 

antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti 

pemilihan diantara berbagai a1ternatif yang ada 

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu kegiatan untuk rnengoperasikan 

sebuah program berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak 

(individulpejabat-pejabat atau kelompok pernerintah atau swasta) dalam 

kebijakan tersebut gwIa rnencapai tujuan yang diinginkan. Banyak definisi 

kebijakan publik (public policy) yang dikemukan oleh beberapa ahIi, bahkan 

banyak ahIi berselisih pendapat tentang pengertian kebijakan publik tersebut. 

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan rnasing-masing ahIi memberikan 

penekanan yang berbeda serta rnerniliki latar belakang pandangan yang berbeda 

pula Salah satu proses kebijakan publik adalah implernentasi dan lazimnya 
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implementasi dipahami sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan Wltuk 

mengoperasikan sebuah program . 

Dari sekian pendapat yang dikemukan oleh beberapa ahli diatas dapatlah 

dipahami bahwa ketika kita berbicara kebijakan, maka pada tataran konsep 

kebijakan yang ada adaIah suatu pilihan dari altematif Wltuk mendapatkan solusi 

terhadap pennasalahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan 

tidak hanya diarahkan pada diri sendiri atau lingkWIgan ketja tapi juga Wltuk 

LingkWIgan yang lebih luas atau cenderung kebijakan tersebut diarahkan ke 

masyarakat luar, dimana aktor atau pelaku kebijakan memiliki pengaruh yang 

besar dalam penentuan arab kebijakan. Jika divisuaIisasikan akan terlihat bahwa 

suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan 

diformulasi kedalam program aksi clan proyek tertentu yang dirancang clan 

dibiayai. Proram dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

b. Implementasi Kebijakan 

Pengertian implementasi dalam kamus Webster New College Dictionary 

dalam Wahab (2001:64) dirumuskan secara singkat bahwa "to implement 

(mengimplementasikan) berarti to provide the means force carrying out 

(menyediakan sarima Wltuk melakukan sesuatu). To give practical effect to 

(menimbuLkan dampaklakibat terhadap sesuatu)". Jika panclangan ini diikuti, 

maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan 

keputusan kebijakan (kebijakan dalarn bentuk Wlclang-Wlclang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan atau dekrit Presiden). 
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Implementasi kebijakan atau program secam garis besar dipengaruhi isi 

kebijakan dan konteks implementasi, keseluruhan implementasi kebijakan 

dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. 

Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik 

individu dan kelompok maupun masyarakat, luaran implementasi kebijakan 

adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. 

Winarno (2002:101) mengatakan implementasi kebijakan merupakan tahap 

yang krusial (sangat penting) dalam proses kebijakan publik. Suatu program 

kebijakan barns diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang 

dinginkan. Lebih lanjut ia mengatakan dalam pengertian yang luas implementasi 

kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, 

prosedur. dan teknik yang bekerja bersama-sarna untuk menjaJankan kebijakan 

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang 

lain merupakan fenomena yang komplek yang mungkin dapat dipahami sebagai 

proses, keluaran (output) maupun sebagai basil (Winarno, 2002: 102). 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cam agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya. Oleh Nugroho (2003:159) menyatakan kebijakan 

publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik 

yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau peraturan pelaksanaan, 

sedangkan kebijakan publik yang langsung operasional antara lain adalah 

Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas. 

Kemudian Nugroho (2003: 160) menyatakan pula bahwa dalam managemen 

sektor publik, kebijakan publik dari tahap forrnulasi hingga implementasi perlu 
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mengikuti kaidah yang dimulai dari : Visi, Misi, Rencana, Strategi, ProgI'l\l11, 

Proyek, Kegiatan dan Umpan Balik. Dengan demikian semakin jelas bahwa 

implementasi kebijakan di dalam konteks managemen berada di dalam keraogka 

organizing, leading and conJroling. Kemudian secara rinci kegiatan managemen 

implementasi kebijakan berumtan dari tahapan : a) implementasi Stralegi, b) 

Pengorganisasian, c) Penggerakan dan Kepemimpinan serta d) Pengendalian 

(Nugroho, 2003: 163). 

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasamya bersifat kompleks karena 

sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Menurut penjelasan Wibawa (2000:26) 

ada dua hal yang mempengaruhi aktivitas implementasi dalarn proses politik dan 

administrasi yaitu content of policy dan contexs of implementation. Adapun 

maksud content ofpolicy yaitu kepentingan yang dipengaruhi (interests affected), 

tipe manfaat (tipe of benefits), derajat perubahan yang diharapkan (ertent of 

change envisioned), letak pengarnbilan keputusan (site of decision making), 

pelaksana program (program implementator), dan surnber daya yang dilibatkan . 

(resources commited). Sedangkan yang dimaksud conters ofimplementation yaitu 

kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (power, interest and 

strategies ofactors), karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime 

characteristic), kepatuhan dan daya tanggap (compliance and responsiveness). 

Salah satu tahapan penting dalarn siklus kebijakan publik adalah 

implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan 

pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengarnbil 

keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam 
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kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu 

kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik 

dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu 

kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu 

sendiri. Terdapat beberapa konsep mengenai implememasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Merujuk kepada pendapat beberapa ahIi nyatalah bahwa aktivitas 

implementasi adalah sebuah kebijakan publik merupakan aktivitas yang kompleks 

karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan 

publik tersebut. Namun kompleksitas implementasi kebijakan publik dapat 

diuraikan dengan menggunakan berbagai perspektif sesuai dengan kepentingan 

yang hendak dicapai. Sehingga perlu untuk diketahui bahwa memahami 

implementasi kebijakan publik dari beberapa variabel seperti organisasi pelaksana 

(birokasi), masyarakat yang merupakan kelompok sasaran serta komunikasi yang 

tetjadi antara keduanya. 

Edward dalam Widodo (2011:95) melihat implementasi kebijakan sebagai 

suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi 

dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu 

ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap 

implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi 

. implementasi terlebih dahulu harns diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: 
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. 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? 

2) Apakah yang menjadi faktor utama dalarn keberhasilan implementasi 

kebijakan? 

Guna menjawab pertaDyaan tersebut, Edward mengajukan ernpat faktor 

yang berperan penting dalarn pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor­

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan 

yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure. 

Sejalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Irnplementasi George C.Edward 

III dalarn Widodo (2011 :96) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Komunikasi (Communication) 

Komunikasi meropakan proses penyarnpaian informasi dari komunikator 

kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan 

proses penyarnpaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) 

kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97). 

b. Surnber Daya (Resources) 

Surnber daya memiliki peranan penting dalarn implementasi kebijakan. 

Edward HI dalarn Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas 

dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun 

akuratnya penyarnpaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para 

pelaksana kebijakan yang bertaDggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 

kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara 

efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di 

sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung 
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keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup swnber daya 

manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. 

c. Disposisi (Disposition) 

Kecenderongan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan 

berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran. Karakter penting yang hams dimiliki oleh pelaksana 

kebijakan rnisalnya kejujuran dan kornitrnen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan 

implementor untuk tetap berada daIam program yang telah digariskan, sedangkan 

kornitrnen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu 

antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan 

akan sangat berpengaruh daIam irnplementasi kebijakan. Apabila irnplementator 

merniliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan 

baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila 

sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan 

baik. 

d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) 

Struktur organisasi merniliki pengaruh yang signifikan terhadap 

irnplementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu 

mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adaIah mekanisme, 

dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur 

(SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap irnplementator dalam bertindak agar 

dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. 
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Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan 

terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan 

aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. 

Kebijakan publik (public- policy) sebenarnya sudah menjadi realitas sosial 

sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sarna di 

sarnping variasi kepentingan yang ada. Menurut Parsons (dalam Tangkilisan 

2003: 21) pengertian dasar kebijakan publik adalah sebagai perwujudan keinginan 

dari para SlUjana sosial untuk memecahkan masa1ah-masalah sosial di 1apangan 

(close the gap between know/edge and policy). Oleh karenanya kebijakan publik 

dipandang sebagai pedoman atau penuntun yang dipilih oleh pengambil keputusan 

untuk mengendalikan aspek tenentu dari masa\ah sosial. 

Kebijakan publik mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu 

tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cam mencapai tujuan tersebut. 

Komponen terakhir belum dapat dijelaskan secam rinci, dan oleh karena itulah 

birokrasi menterjemabkan sebagai program-program aksi dan kegiatan. Didalam 

"cam" tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan lain, yakni siapa 

pelaksana atau implementomya, seberapa besar dan dari mana dana yang 

diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau 

bagaimana sistem manajemennya serta bagaimana mengukur kinerja 

kebijakannya. Kebijakan publik menurut penjelasan Islamy (2009: 19), bahwa : 
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"Kebijakan publik ada1ab kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 
dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, 
Implementasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah : ( 1) 
Bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau 
merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) Bahwa 
kebijaksanaan negara itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan 
pejabat-pejabat perIlerintah, (3) ~wa irebija1<saIJaaII itu adalah 
merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan 
merupakan apa yang pernerintah berrnaksud akan melakukan sesuatu atai! 
menyatakan akan melakukan sesuatu, (4) Bahwa kebijaksanaan negara itu 
bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah 
mengenai suatu rnasalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti : 
merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, 
dan (5) Bahwa kebijaksanan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang 
positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan 
perundangan yang bersifat rnemaksa (otoritatif)" 

Sementara menurut Kismartini, dkk (2008: 1.6) terdapat beberapa sudut 

pandang tentang kebijakan publik yaitu 1). Kebijakan publik dipandang sebagai 

tindakan pemerintah, 2). Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai­

nilai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan 3). Kebijakan publik 

dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah 

untuk mencapai tujuan. Hal serupa dijelaskanjuga oleh Winarno (2002:15) bahwa 

"kebijakan sebagai suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu". 

Selanjutnya menurut penjelasan Winarno (2002; 17) mengkomparasi 

berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : 

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan 
tindakan-tindakan pemerintah, dimana pendapat tersebut cenderung 
menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai 
publik. Kedua, pendapat para ahli memberikan perhatian khusus pada 
pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk pada katagori ini terbagi atas 
dua, yakni : 1) mereka memandang, kebijakan publik sebagai keputusan­
keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud 
tertentu, dan 2) mereka menganggap kebijakan publik sebagai akibat­
akibat yang bisa diramalkan. 
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Suatu kebijakan publik yang dibuat bukanlah untuk kepentingan politik saja, 

akan tempi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam penetapan kebijakan publik 

diperlukan suatu proses perumusan yang cul...up bijaksana dan hal tersebut bukan 

sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dalam proses perumusan kebijakan publik 

pada umumnya melalui beberapa lahap mulai dari perurnusan masalah, 

penyusunan agenda pemerintah, perurnusan usulan kebijakan, pengesahan, 

pelaksanaan sampai pada penilaian kebijakan. 

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa komponen pokok dalam 

konsep kebijakan publik, yakni nilai-nilai yang dikehendaki. aktor-aktor 

kebijakan, institusi publik serta mengartikulasikan dan mengekspresikan berbagai 

nilai. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi seca suara intensif 

sehingga melahirkan suatu keputusan publik yang merupakan hasil kompromi 

seluruh aktor kebijakan yang terlibat. lika divisualisasikan akan terlihat bahwa 

suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan 

difoIIDUlasi kedalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan 

dibiayai. Proram dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

Selanjutnya menurut penjelasan dari Agustinus (2006:156) mengatakan ada 

4 faktor alau variabel krusial sangat penting yang menentukan keberhasilan dalam 

implementasi suatu kebijakan publik, yaitu I). Komunikasi, 2). Sumber daya, 3). 

Disposisi, dan 4). Struktur organisasi Sedangkan menurut Islamy ada sembilan 

faktor yang menyebabkan kebijakan publik tidak memperoleh hasil alau dampak 

yang diharapkan, yaitu : Pertama, sumber-sumber yang terbatas baik tenaga, 
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biaya, material dan waktu. Kedua, kesaJahan dalam pengadministrasian kebijakan. 

Ketiga, problema-problema publik yang ada sering kali timbul disebabkan karena 

faktor. Keempat, rnasyarakat melaksanakan kebijakan dengan caranya sendiri. 

Kelima, adanya beberapa tujuan kebijakan yang bertentangan satu sarna lain. 

Keenam, usaha-usaha untuk memecahkan ffiasalah memakan lebih besar dari 

masalah nya sendiri. Ketujuh, problema publik yang tidak dipecahkan secara 

tuntas. Kedelapan, teIjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan 

sedang dirumuskan atau dilaksanakan. Kesembilan, adanya masalah-masalah barn 

yang lebih menarik sehingga pengalihan pada masaIah yang telah ada. 

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan­

tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan atau dengan kata lain 

penerapan perencanaan ke dalam praktek. Namun dalam hal ini tidak semua 

program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. 

Gejala ini dinamakan sebagai implemenJasi gap, sebagai suatu keadaan dimana 

dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa 

yang diharapkanldirencanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang 

senyatanya dicapai. 

Sesar kecilnya perbedaan prestasi hasil pelaksanaan dengan yang 

direncanakan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada hasil akhir dari 

kebijakan, disebut sebagai implementasi capasity dari organisasi atau kelompok 

organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas 

mengirnplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi ini tidak lain adalah 

kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan 
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sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan dalam dokumen fonnal kebijakan dapat dicapai. 

Menurut Soenarko (2000: 166) Kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor­

faktor sebagai berikut : 

"Kebijakan publik amat tergantung pada tujuh faktor utama, yaitu I) berkaitan 
dengan kondisi demografis yang meliputi jenis penduduk, usia, pekeIjaan dan 
komposisinya; 2) kondisi geografis yaitu menyangkut struktur alam dan 
lingkungan dimana rnasyarakat yang akan dikenai kebijakan itu berdiam atau 
tiggal; 3) nilai-nilai kultural yang ada berkaitan dengan sistem masyarakat­
masyarakat setempat; 4) konfigurasi politik lokal yaitu pertimbangan atas 
keberadaan kelompok-kelompok formal maupun non formal yang 
berhubungan dengan pembuatan kebijakan publik; 5) sumber daya ekonorni 
yaitu adanya resourses yang mendukung pendanaan alas diberlakukannya 
sebuah kebijakan; 6) kepentingan elit yang menyangkut bukan saja elit 
nasional tetapi elit loka! sebuah kebijakan yang tidak mempertimbangkan 
kepentingan elit lokal, akan dengan cepat tertolak, karena dalam setiap 
kelompok rnasyarakat terdapat kepatuhan sekelompok masyarakat terhadap 
elit lokal; 7) rekruetmen, menyangkut rekruetmen elit termasuk aparat 
pemerintah daerah, aparat birokrasi, utamanya menyangkut mekanisrne 
rekruetmen yang dapat dipetanggung jawabkan". 

Dalam Model Top Down Approach, Hogwood dan Gunn (dalam Wahab 

2001:86 ) mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan 

publik secara sempuma atau perfect implementation maka diperlukan 10 

persyaratan, yaitu : 

Pertama ; kondisi ekstemal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan 
menirnbu1kan yang senus. Kedua ; untuk pelaksanaan program tersedia 
waktu dan sumber - sumber daya yang cukup mernadai. Keliga ; perpaduan 
sumber - sumber yang diperlukan benar - benar tersedia. Keempat; 
kebijakan yang akan diimpJementasikan didasari oleh suatu hubungan 
kausalitas yang handal. Kelima ; hubungan kausalitas bersifat langsung dan 
hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Keenam ; hubungan saling 
ketergantungan hams kecil. Ketujuh ; pemahaman yang mendalam dan 
kesepakatan terhadap tujuan. Kedelapan ; tugas - tugas diperinci dan 
ditempatkan dalam urutan yang tepat. Kesembilan ; komunikasi dan 
koordinasi yang sempuma. Kesepuluh ; pihak - pihak yang merniliki 
wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang 
sempuma. 
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Model Proses lrnplementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Hom 

dalam Wahab (2001:64) menekankan sifat kebijakan dalam setiap implementasi 

kebijakan serta menghubungkannya dengan isu kebijakan dan implementasi 

kebijakan dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan 

kinerja kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan ditekankan prosedur 

yang mengutamakan perubahan, kendali dan kepatuhan bertindak. lmplementasi 

kebijakan akan berhasil bila perubahan yang dikehendalci relatif sedikit sementara 

kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program 

di lapangan relatif tinggi. Sedangkan yang menghubungkan antara kebijakan dan 

kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel 

itu adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber - sumber kebijakan, eiri atau sifat 

instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, 

sikap para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 

Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001:75), 

menjelaskan bahwa keberadaan implementasi kebijakan pada dasamya adalah 

"jembatan" yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang 

ingin dicapai dari suatu kebijakan. Model pendekatan implementasi kebijakan 

yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut denganA Model ofthe Policy 

Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau 

perforrnansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja 

dilakukan untuk meraih kinerja implernentasi kebijakan yang tinggi yang 

berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini rnengandaikan bahwa 

implernentasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana 
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dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel 

tersebut sebagaimana dijelaskan Van Meter dan Van Hom dalam Agustinus 

(2006: 88) yaitu: 

1. Standar dan sasaran kebijakanlukuran dan tujuan kebijakan; 
2. Sumber daya; 
3. Karakteristik organisasi pelaksana; 
4. Sikap para pelaksana; 
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; 
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. 

Seeara rinel variabel-variabel implemenlasi kebijakan publik model Van 

Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:89) dijelaskan sebagai berikut: 

1. Standar dan sasaran kebijakan I ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diulrur tingkat keber:hasilannya dari 

ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada 

di level pelaksana kebijakan. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn dalam 

Agustinus (2006:90) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi 

kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai 

oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan 

penilaian alas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman 

tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. 

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para 

pelaksana (officials), tidak sepenulmya menyadari terhadap standar dan tujuan 

kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan merniliki hubungan erat dengan disposisi 

para pelaksana (implementors). Arab disposisi para pelaksana (implementors) 

terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". 
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Implementors mungkin bisa jadi gagal dalarn melaksanakan kebijakan, 

dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu 

kebijakan. 

2. Surnber daya 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kernarnpuan 

memanfaatkan surnber daya yang tersedia. Manusia merupakan surnber daya yang 

terpenting dalarn menentukan keberhasilan suatu irnplementasi kebijakan. Setiap 

tahap implementasi menuntut adanya surnber daya rnanusia yang berkualitas 

sesuai dengan pekeIjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan 

secara politik:. Selain surnber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu 

menjadi perhitungan penting dalarn keberhasilan irnplementasi kebijakan. 

3. Karakteristik organisasi pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat dalarn pengimplementasian kebijakan. Hal 

ini penting karena kineIja irnplementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh 

ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan 

<!engan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan 

dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan 

agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas 

wilayah menjadi pertimbangan penting dalarn menentukan agen pelaksana 

kebijakan. 
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4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Hom 

dan Van Mater dalarn Agustinus (2006:91) apa yang menjadi standar tujuan 

harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab alas 

pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan hams 

dikomUI'jkasikan kepada para pelaksana. KomunilalSi dalam kerangka 

penyarnpaian infonnasi kepada para pelaksana kebijakan tentang spa menjadi 

standar dan tujuan harus konsisten dan seragarn (consistency and uniformity) dari 

berbagai somber informasi. 

Jika tidal< ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu 

standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan 

sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan ito, para pelaksana kebijakan dapat 

mengetahui spa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang hams dilakukan. 

Dalarn suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering 

merupakan proses yang solit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah di 

dalarn organisasi atau dari suato organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator 

lain, sering rnengalarni ganguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidal<. 

Jika somber komunikasi berbeda rnemberikan interprestasi yang tidal< sarna 

(inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau somber infonnasi sarna 

mernberikan interprestasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka 

pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih 

sulit untuk melaksanakan suato kebijakan secara intensif. Dengan dernikian, 

prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi 
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kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and 

consistency). Disamping itu,koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh 

dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan 

semakin kecil, demikian sebaliknya. 

5. Disposisi atau sikap para pelaksana 

Menurut pendapat Van Metter dan Van Hom dalam Agustinus (2006:94) 

"sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal 

ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah basil 

formulasi warga setempat yang mengenal hetul permasalahan dan persoalan yang 

mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat 

mungkin para pengarnbil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu 

menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan". 

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan 

dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan 

organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan VanHorn 

menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan 

(bejiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalarn 

batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang 

dapat mempengaruhi kemarnpuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu 

kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman 

dan pendalarnan (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, 
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arab respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance. 

neutrality. and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. 

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan 

ada1ah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang 

berhasi1, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), Arab 

disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan. 

Arab disposisi para pelaksana (implernentors) terhadap standar dan tujuan 

kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi 

gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang 

menjadi tujuan suatu kebijakan. 

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terbadap standar dan 

tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut, ada1ah merupakan suatu potensi yang besar terhadap 

keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akbimya, intensitas disposisi para 

pelaksana (imp/ementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) 

kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa 

menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. 

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

Hal terakhir yang perlu diperbatikan guna menilai kinelja implementasi 

kebijakan adaIah sejauh mana lingkungan ekstemal turut mendorong keberbasilan 

kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif 

dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kineJja implementasi kebijakan. 
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Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi linglamgan 

eksternal yang kondusiE 

Fokus implementasi kebijakan adaIah pada masalah-masalah pencapaian 

tujuan formal kebijakan yang telah ditetapkan sebagai keputusan politik. Oleh 

karenanya, dalarn implementasi kebijakan akan berkaiatan dengan konsistensi 

pejabat pelaksana dengan keputusan kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi output dan dampak kebijakan serta melakukan 

formulasi kembali sesuai pengalaman lapangan. Atas dasar itu, kemudian 

dinamika implementasi sangat dipegaruhi oleh berbagai variabel yang saling 

berkait satu dengan lainnya. 

Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi pelaksana merupakan 

salah satu faktor penting karena pada dasarnya merujuk pada sistem birokrasi 

pemerintah. Kedudukan birokrasi memang sangat strategis dalam proses 

implementasi kebijakan publik. Setelah kebijakan publik dirumuskan dan 

ditetapkan, maka dibutuhkan adanya suatu sistem untuk 

mengimplementasikannya, yaitu birokrasi. Melalui birokrasi dapat 

diselenggarakan berbagai variasi tindakan yang luas, membicarakan dan 

menyelenggarakan petunjuk, menyelenggarakan pendanaan, menjabarkan 

informasi, menganalisis masalah, membantu dan mempermudah personil, 

membuat unit-unit operasional, dan lain-lain. 
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2. Pendatun Keluarga Sejahtera 

a. Batasan dan Pengertian 

Pendataan Keluarga Sejahtera adalah kegiatan pengwnpulan data primer 

dan demografi, data Keluarga Berencana, Data Tahapan Keluarga Sejahtera dan 

data anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah 

(Kantor BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. (Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Derektorat Pelaporan dan 

Statistik Jakarta (BKKBN,2012:7) 

b.Tujuan Pendataan Keluarga Sejahtera 

Pendataan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara serempak di Seluruh Indonesia 

setiap Tahun mempunyai tujuan secara wnwn adalah :" Diperolehnya data basis 

keluarga dan anggota keluarga yang dapat memberikan gambaran secara tepat dan 

menyeluruh keadaan dilapangan sampai ketingkat keluarga tentang basil-hasil 

pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional yang dapat dipergunakan 

untuk kepentingan operasional langsung dilapangan serta untuk kepentingan 

penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian oleh pengelola dan 

pelaksana di semua tingkatan. (Juknis Tata Carn Pelaksanaan Pencatatan dan 

Peloporan Pendataan Keluarga, 2012 :2 ). 

c. Sasaran Pendataan Keluarga Sejahtera 

Sasaran Pendataan Keluarga adalah keluarga sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Pendataan Keluarga mencakup 
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empat asfek yaitu Demografi, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan 

anggota Keluarga yang masing-masing dirinci sebagai berikut : 

a Aspek Oemografi terdiri dari Variabel : 

I) Kepala Keluarga menurutjenis kelamin (laki-Iaki, perempuan); 
2) Kepala Keluarga menurut status pekeIjaan (bekeIja, tidak bekeIja); 
3) Kepala Keluarga menurut status perkawinan (Kawin, duda/janda,belwn 

kawin); 
4) Kepala keluarga menurut tingkat pendidikan (tidak tarnat SO,Tarnat 

SO/SLTP, tarnat SLTA, Tarnat AKlPT); 
5) Keluarga mendapatkan kredit mikro/bantuan modal (ya/tidak); 
6) Jwnlahjiwa dalarn keluarga menurutjenis kelamin (laki-Iaki, perempuan); 
7) Jwnlah Wanita Usia Subur (15-59 tahun); 
8) Jwnlah Jiwa dalam ke1uarga yang dirinci menurut kelompok wnur tertentu 

(bayi kurang 1 tahun, anak ba1ita 1 - 5 tahun, 5-6 Tahun, 7-15 Tahun, 16­
21 Tahun, 22-59 Tahun dan 60 Tahun keatas). 

b.Aspek Ke1uarga Berencana terdiri dari variabel : 

1) Nama istri dan pasangan usia subur ; 
2) Umur istri dan pasangan usia subur, menurut kelompok umur (<20 tahun, 

20-29 tahun,30-49 tahun); 
3) Peserta KB (pemerintah, swasta per metode kontrasepsi dan peserta KB 

yang implannya perlu dicabut tahun depan); 
4) Bukan peserta KB (hamil,ingin anak segera, ingin anak ditunda, tidak 

ingin anak). 

c.Aspek Tabapan Ke1uarga Sejahtera terdiri dari variabel : 

1) Agama;
 
2) Pangan;
 
3) Sandang;
 
4) Papan;
 
5) Kesehatan;
 
6) Pendidikan;
 
7) Keluarga Berencana;
 
8) Tabungan;
 
9) lnteraksi dalam Ke1uarga;
 
10) lnteraksi dalam lingkungan
 
11) lnformasi;
 
12) Peranan masyarakat.
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Berdasarkan aspek tersebut diatas, keluarga dikelompokan menjadi 

lima tahapan, yaitu keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap Satu 

(KS I), Kelauraga Sejahtera Tahap Dua (KS II), Keluarga Sejahtera Tahap 

Tiga (KS III), dan Keluarga Sejahtera Tahap Tiga Plus (KS III Plus). 

d.	 Faktor Yang Mempengaruhi Proses Kebijakan Pendataan Keluarga 

Sejahtera 

Menurut Gitosudarrno dan Sudita (2000:7) lingkungan yang mempengaruhi 

kineIja organisasi ditentukan oleh dua faktor. yaitu faktor internal dan eksternal. 

Kedua faktor tersebut paM menjadi pertimbangan dalam analisa lingkungan 

stratejik, khususnya dalam analisis model SWOT. Analisis lingkungan internal 

dan eksternal akan memberikan gambaran yang lebihjelas tentang isu-isu stratejik 

organisasi. 

Dalam kaitannya dengan identifikasi lingkungan dan isu-isu stratejik dalam 

pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera, maka analisa ini akan diarahkan pada 

penilaian lingkungan internal dan eksternal di sekitar masalah Pendataan itu 

sendiri. Menurut Gitosudarrno dan Sudita (2000: 10) penjelasan terhadap 

lingkungan stratejik tersebut adalah sebagai berikut : 

1.	 Lingkungan Internal. 
Lingkungan internal adalah analisa secara internal organisasi dalam rangka 
menilai atau mengidentifIkasi kekuatan (strength) dan kelemahan 
(weakness) dati satuan organisasi yang ada Dengan demikian proses 
analisa lingkungan internal merupakan proses yang sangat penting dan 
tidak dapat disepelekan, !carena dengan analisa lingkungan internal maka 
akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada dan selanjutnya berguna 
untuk mengetahui isu-isu stratejik. Adapun yang tercak:up dalam 
lingkungan internal adalah faktor sumber daya, faktor stratejik yang saat 
ini digunakan dan faktor kinerja. 
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2. Lingkungan Ekstemal. 
Lingkungan ekstemal adalah faktor-faktor yang merupakan kekuatan yang 
berada diluar organisasi, dimana organisasi lidak mempunyai pengaruh 
sarna sekali terhadapnya, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi palla 
Iingkungan ini akan mempengaruhi kinerja institllSi atau organisasi dalam 
suatu hubungan yang tirnbal balik. 

Berdasarkan pendapat di atas lingkungan ekstemal dalam irnplementasi 

Ke bij akan Pendataan Keluarga Sejahtera mengandung dua faktor yaitu peluang 

(oppurtunities) dan ancaman (threats). Lingkungan ekstemal suatu inslitllSi atau 

organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencapaian misi yang 

disepakati. Pengaruhnya yang cukup kuat ini menyebabkan perIunya perhatian 

yang senus terhadap dirnensi atau aspek yang terkandung di dalamnya, meskipun 

berada diluar organisasi. Adapun faktor-faktor yang ada dalam faktor ekstemal 

tersebut adalah aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi. 

1. Sumber Daya Manusia 

Oi dalam organisasi terdapat berbagai macam sumber daya yang mampu 

membuat organisasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001:7) 

berbagai sumber daya tersebut dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan 

bentuk/fisiknya yaitu: "0) Physcal resources (sumberdaya fisik) yang terdiri dari: 

man, money dan machine, sedangkan yang ke (2) Virtual resources (sumberdaya 

virtual) yaitu: informasi dan metode". 

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya sumberdaya fisik meliputi 

manusia, uang dan mesin atau peralatan. Menurut Badan Kepegawaian Negara 

(200 I :9) "dan aspek manusia, berkaitan dengan pegawai yang ada, baik jumlah 
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maupun mutu, telah memenuhi kualifikasi dari tugas dan nmtutan organisasi". 

Dalam beberapa hal menunmnya kinerja organisasi mungkin disebabkan oleh 

kurang qualified-nya pegawai. Sebaliknya, jumlah pegawai yang terlalu banyak 

akan menimbulkan inefisiensi yang akhimya akan membebani organisasi dan 

mw.gkin akan mempengaruhi profit organisasi. Keberagaman SDM dalam 

organisasi mungkin bisa juga disebabkan oleh perbedaan asaI-usul, nilai-nilai dan 

norma-norma sosial, dan adanya perpindahan antar daerah. 

Ketersediaan sumber daya merupakan aspek penting dalam proses 

implementasi kebijakan publik. Ketersediaan sumber daya tersebut yang menjadi 

tolak ukur dari jumlah (kuantitas) maupun kualitas (mutu) aparatur. Indikator 

untuk melihai kualitas umumnya berdasarkan tingkat pendidikan formal dan 

jumlah aparatur. 

Seluruh ke1uaran organisasi tergannmg dari prakarsa dan karya manusia 

(aparatur), sehingga aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan 

keberhasilan program". Oleh karena itu, untuk menunjang kebemdaan aparatur 

sebagai pemikir, perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan, maka 

aparatur dinmtut untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga dengan 

meningkatnya sumber daya manusia pada setiap aparatur diharapkan dapat 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. 

2. Kondisi Geografis 

Kondisi geogmfis pada urnumnya berkaitan dengan karakteristik suatu 

wilayah pemerintahan. Indikator untuk melihat tersebut adaIah: batas wilayah, 

luas wilayah, jumlah wilayah pemerintahan, dan kondisi topogmfi wilayah 
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(penggunaan laban). Semakin luas suatu wilayah akan semakin panjang rentang 

kendali penyelenggaraan pemerintahan yang hams di1aksanakan.Pada beberapa 

wilayah kondisi geografis ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan 

infrastruktur transportasi. Minimnya infrastruktur wilayah tersebut dapat 

menyebabkan keterisoalisasi dan keterpencilan wilayah-wilayah. 

Dalam proses pengenalan wilayah, foleus kegiatan lebih cenderung 

diarahkan pada upaya-upaya untuk melihat keadaan suatu wilayah berdasarkan 

kondisi yang terkait dengan masalah distribusi pemukiman, potensi-potensi wnwn 

yang dimiliki oleh suatu daerah, keadaan ekonomi, dan sebagainya, sedangkan 

dalam analisis situasi penilaian lebih ditegaskan lagi sehubungan dengan hal-hal 

penting yang dapat menjadi bahan yang lebih tegas dan jelas untuk perwnusan 

Pembangunan Daerah. Pengenalan wilayah masib bersifat gambaran wnum, 

sedangkan analisis situasi sudah lebih spesifIk dan dipertegas tentang apa yang 

menjadi potensi dan masalah, siapa yang menjadi sasaran (target group) sampai 

dengan persiapan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mungkin perlu 

direkomendasikan setelah proses perencanaan pembangunan daerah benar-benar 

dilakukan. 

Menurut Munir (2002:44) "yang dimaksud dengan analisis kondisi 

geografIs adalah analisis terhadap keadaan suatu wilayah yang dilakukan sebelwn 

proses perencanaan dimulai, dan merupakan bentuk scanning serta skimming 

situasi masalah pembangunan disuatu wilayah (sosial, ekonomi, demografI, 

ekologi, topografI dan politik)". Analisis situasi dilakukan dengan menggunakan 

analisis masalah, analisis potensiltujuan, analisis partisipatif. Dalam pengertian 
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yang lain, analisis situasi adalah suatu prakondisi untuk mengidentifikasi ukuran­

ukuran yang memungkinkan, yang diarahkan untuk menggambarkan masalah­

masalah dan potensi-potensi. Menurut Munir (2002:54) basil yang diharapkan dari 

analisis situasi merupakan frame conditio" atau gambaran tentang kondisi suatu 

wilayah yang memuat hal-hal sebagai berikut : 

a	 Masalah terpenting yang dibadapi masyarakat dan faktor-faktor 
peny~babnya, berdasarkan data regional; 

b.	 Potensi terpenting yang dimiliki wilayah, untuk pemecahan masalah 
(kemampuan penduduk, sumber-sumber daya alam, potensi sosio 
ekonomi, dan sebagainya); 

c.	 Gambaran tentang penduduldmasyarnkat yang menjadi cikal bakal 
kelompok sasaran programlproyek; 

d.	 Defrnisi awal <!a.; sektor-sektor prioritas atau cluster aktivitas sosio 
ekonomi yang direncanakan dicapai (target/sasaran). 

Berdasarkan pendapat di alas, jadi dalam analisis situasi barus sudah 

menggambarkan masalah-masalah yang ada dalam suatu wilayah perencanaan 

pembangunan, potensi-potensi yang dimiliki, bahwa kemungkinan-kemungkinan 

pemecahan masalahnya dalam bentukframe condition. Menurut Munir (2002:56) 

"Frame condition merupakan keadaan yang rnenggambarkan situasi sebenarnya 

dari suatu wilayah perencanaan yang tekanannya diarahkan pada masalah dan 

berbagai penyebabnya, di samping potensi-potensi yang dapat dikembangkan 

dengan mengarahkan pada isu-isu spesifIk di daerah perencanaan". 

Instrumen yang dapat digunakan dalam melakukan analisis situasi antara 

lain adalah analisis masalah, analisis tujuan/potensi, dan analisis partisipatif 

(diuraikan sendiri) serta tabelframe condition. Namun penggunaan alat-alat lain 

masih dimungkinkan selama hal tersebut relevan dengan basil yang diharapkan. 

Jhingan (2000:78) menyatakan analisis situasi wilayah dilakukan dengan earn: 
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a.	 Penetapan lokasi wilayah Konsentrasi Pengembangan. Wilayah 
Konsentrasi Pengembangan adalah suatu wilayah lertentu yang 
disiapkan oleh pemerintah daerah sebagai lokasi Perencanaan 
Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) untuk. jangka waktu tertentu 
di mana berbagai proyek/kegiatan dari berbagai swnber dana akan 
diarahkan dan dilaksanakan secara terpadu di lokasi tersebut. Penetapan 
WilaYall Konsentrasi pengeIl\bllI!gan ini !ta!us djla!cuJcan melalui proses 
analisis situasi wilayah yang mendalam alas dasar RUTR yang sudah 
disahkan, data pokok, hasil studilpenelitian. 

b.	 Penetapan Kelompok Sasaran. Setelah lokasi PPWT ditetapkan, 
selanjutnya ditentukan kelompok-kelompok sasaran (target group) yang 
akan menerima manfaat langsung basil-basil pembangunan. 

c.	 Penetapan Kebutuhan Program.Untuk. memecahkan rnasalah dan 
menjawab tuntutan-tuntutan yang ada, ditempkanlah kebutuhan 
program/proyek. Kebutuhan program/proyek ini bersifal menyeluruh 
yang didasarkan pada hasil analisis yang mendalmn, sehingga program­
program yang akan diimplemenlasikan sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan masyarakat sebagai target group dari program-program 
tersebut. 

Berdasarkan pendapat di alas, analisis situasi dalam 1mplementasi 

Kebijakan proses Pendataan Keluarga Sejahtera, dilalrukan dengan earn 

Penetapan lokasi wilayah, Penetapan Kelompok Sasaran dan Penetapan 

Kebutuhan Program. Menurut Jhingan (2000:81) dalam perencanaan 

pembangunan daerah, analisis situasi dipandang sebagai analisis awal yang akan 

diikuti oleh analisis-analisis berikutnya, yang salah satunya adalah berupa spatial 

planning yang terdiri dari : 

(I) Analisis Pola Pemukiman (Settlement Function Analysis), (2) Indeks 
Sentralilas (Centrality Index), (3) Analisis Aksesibililas (Accessibility 
Analysis), (4) Analisis Wilayah Pelayanan (Service Area Analysis), (5) 
Analisis Arnbang Balas (Threshold Analysis), dan (6) Analisis Pembagian 
~olatsi (Location Quotient Analysis). Has!! dari berbagai analisis spatial 
planning tersebut selanjutnya diolah lagi secara lebih terfokus menjadi : 
(I) Fokus masalah (Problem Focus). Alat yang digunakan dalam problem 
fokus ini, biasanya berupa pohon masalah (Problem Tree), (2) Perspective 
System, dan (3) Analysis ofPotentials (Objectives Analysis). 
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Berdasarkan pendapat di atas, spatial planning dalarn Implementasi 

kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera, meliputi Analisis Pola 

Pemukiman, (2) Indeks Sentralitas (3) Analisis Aksesibilitas, (4) Analisis 

Wilayah Pelayanan, (5) Analisis Ambang Batas dan (6) Analisis Pembagian 

Lokasi. 

3. Saraoa Dan Prasaraoa 

Organisasi adalah kerjasarna dari kelompok orang yang membentuk sistem 

untuk mencapai tujuan. Untuk mendukung itu semua diperlukan sebuah samoa 

yang dapat mensukseskan kegiatan-kegiatan organisasi yaitu samoa dan 

prasarana Sarana dan prasarana kerja dalarn suatu kantor merupakan faktor 

pendukung dalarn pelaksaoaan tugas dan fungsi pegawai. Menurut Robins 

(2000:190) mengemukakan bahwa "Keberhasilan suatu kegiatan sangat 

dipengaruhi oleh unsur-unsur pendukungnya yaitu mutu orang-orangnya serta 

sarana-sarana yang diperlukan". Sarana dan prasarana sebagai ciat yang berfungsi 

memepercepat dan memperkuat organisasi dalarn mencapai tujuannya, tidak dapat 

disangkal bahwa tersedianya sarana dan prasarana tertentu dalarn 

penyelenggaraan rangkaian kegiatan oleh sekelompok manusia merupakan suatu 

keharusan mutlak, tidak mungkin menjalankan roda administrasi tanpa sarana dan 

prasrana tertentu. 

Salah satu pendukung utama kelancaran pelaksanaan tugas kantor adalah 

tersedianya sarana dan prasarana atau peraIatan kerja yang mernadai, dalarn arti 

dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kesediaan sarana dan prasarana 

yang ada juga harus sesuai dengan jenis atau sifat suatu pekerjaan. Menurut Koha 
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(2002: 186) "peralatan adaJah setiap benda atau aiat . yang dipergunakan untuk 

memeperlancar atau mempermudah pekerjaan atau gerakan aktivitas". Dari dua 

pengertian tersebut, dapatlah difahami bahwa fasilitas atau peralatan keIja 

merupakan barang, benda atau alat yang dipergunakan untuk mempermudah atau 

memeperlancar suatu aktivitas tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Lebih lanjut dikatakan Kaho (2002: 187) bahwa "fasilitas atau perlengkapan 

kerja dianggap baik apabila memiliki beberapa kreteria yaitu cukup dalarn jumlah, 

efesien, efektif serta praktis dalarn penggunaannnya. Fasilitas atau perlengkapan 

keIja dianggap cukup dalarn jumlah apabila peralatan yang tersedia sebanding 

atau seimbangan dengan volume kerja yang ada, atau sebanding dengan jumlah 

tenaga yang akan menggunakannya, atau sebanding dengan kebutuhan organisasi. 

Peralatan dikatakan efesien apabila output yang dikeluarkan haruslah maksimal 

sedangkan dari sudut input haruslah minimal. 

Sarana dan prasarana kantor merupakan bagian dari unsur rnanaJemen 

dalam suatu organisasi. Sedannayanti (2001: 15) mengemukakan "beberapa unsur 

manajemen yang terdiri dari manusia, uang, mesin-mesin, metode dan pasar 

sebagai sumber daya yang akan dikelola". Dan salah satu unsur tersebut adalah 

unsur materiil sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas kantor. Lebih lanjut 

Sedarmayanti (200 I: 16) mengemukakan materiil kantor, yang terdiri dari alat tulis 

kantor, antara lain kertas, stensil sheet, karbon pita mesin tulis dan perabot kantor 

lainnya 
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Sarana dan prasarana meropakan faktor-faktor pendukung para pegawai 

dalam bekerja Kelancaran aktivitas kantor bukan saja ditentukan oleh keahlian 

orang yang bekerja (staf kantor), tetapi juga ditentukan seberapa besar dukungan 

sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan 

sarana dan prasarana kantor sangat berpengaruh tehadap kinerja para pegawai. 

4.	 Anggaran 

Menurut Supriyono (2000:40) bahwa: "anggaran adalah suatu rencana 

terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran 

kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan 

penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, 

biasanya satu tahun". Dalam penyusunan anggaran, program-program 

diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab tiap pimpinan dalam melaksanakan 

program atau bagian program. Selanjutnya rnenurut Supriyono (2000:40) adapun 

karakterisitik anggaran adalah: 

a	 Anggaran mengestimasi potensi laba unit bisnis. 
b.	 Anggaran dinyatakan dalam ukuran rnoneter dan didukung oleh ukuran­

ukuran non rnoneter. 
-_. -- -- ------ ----_ .. ­

c.	 Anggaran biasanya rnencakup periode satu tahun. 
d.	 Anggaran meropakan komitrnen manajemen untuk menerima tanggung 

jawab rnencapai tujuan yang dianggarkan. 
e.	 Usulan anggaran dikaji ulang dan disahkan oleh manajer dengan 

wewenang yang lebih tinggi dari pengusul anggaran. 

Menurut Hadiati dan Sukadarto (2001:5) "dalam rangka mencapai sasaran 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, perlu 

didukung dengan sarana yang memadai agar sasaran tersebut dapat dicapai secara 

optimal. Salah satu sarana tersebut adalah anggaran atau bugdef'. Adapun yang 

dimaksud dengan anggaran menurut Hadiati dan Sukadarto (2001:5) adalah 
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"suatu daftar atau pemyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran 

dalamjangka waktu tertentu yaitu biasanya satu tahun". Hams diakui pula bahwa 

pada umumnya anggaran yang tersedia untuk pelatihan aparatur sangat terbatas, 

sehingga sering dilakukan secara terpaksa, bahkan pelatih maupun sarananya 

kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. 

Menurut Sadan Kepegawaian Negara (200 I:II) "dari aspek uang berkaitan 

dengan anggaran dan pengaruhnya terbadap kegiatan-kegiatan organisasi. Dengan 

semakin besamya anggaran yang dimiliki organisasi akan mempengarohi 

organisasi itu sendiri. Semakin besar atau kecilnya anggaran akan menyebabkan 

bertambah atau berkurangnya kegiatan-kegiatan organisasi". Sedangkan dari 

aspek mesin atau peralatan menunrt Badan Kepegawaian Negara (200I:13) 

adalah: 

"pengelolaan peralatan meliputi seluruh kegiatan, pencatatan, pelaporan, 
penyusunan kebutuhan peralatan, perencanaan pemenuhan peralatan, 
pengadaan peralatan, pengiriman atau pendistribusian, penerimaan, 
pemanfaatan, pemeliharaan atau penyimpanan. kepemilikan, penghapusan 
dan pembinaan". 

Faktor manusia merupakan bagian penting dalam penganggaran, seringkali 

orang menganggap anggaran seolah-olah sebagai alat mekanis saja, akan tetapi 

dibalik teknis tentang anggaran, adalah manusia. Ia yang merancang tujuan dan 

sasaran, dan iajuga yang akan bertanggungjawab untuk mencapai tujuan sasaran 

yang ditetapkan. Lebih lanjut Mardiasmo (2002:1976) mengemukakan :"prilaku 

manusia sebagai individu maupun kelompok akan berpengarub terhadap 

penyusunan anggaran, dan sebaliknya anggaran akan berpengaruh terhadap 

prilaku individu dan kelompok". Jadi prilaku individu atau kelompok yang 
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memperlakukan anggaran dengan baik akan dapat mencapai basil yang maksimal, 

dan sebaliknya jika digunakan secara negatif tentu akan menghambat kegiatan 

organisasi. 

B.	 KeraogkJI Pemikirao 

Berdasarkan penjelasan terdahulu, maka dapatlah dikemukakan kerangka 

pemikiran penelitian ini sebagai berikut : 

I.	 Undang-Undang No. 10 Tabun 1992 
2.	 Intruksi Kepala BKKBN No.1073/HK­

OlO/G4/2012 
3.	 Intniksi Bupati Sintlmg No.471/1/?012 

Tanggal14 Agustus 2012 

Implementasi Kebijakan
 
Pendataan KS
 

... 
VARIABEL 

I.	 Kejelasan standar 
dan tujuan 
kebijakan 

2.	 Komunikasi antar 
organisasi 

3.	 Karakteristik 
lembaga pelaksana 

4.	 Kesediaan dan 
komitmen 
pelaksana 

-


PROSES 
I.	 Sosialisasi 
2.	 Perhitungan 

saranalprasarana,tena 
ga,wilayab. 

3.	 Pelatihan kepada 
PKB dan petugas 
pendataan 

4.	 Pelaksanaan 
pendataan 

5.	 Rekapitulasi 

-
 Hasil Pendataan 
Keluarga 
Sejahtera 

Pendistribusian 
alat kontrasepsi 

Berdasarkan gambaran di atas, salah satu permasalahan yang dihadapi 

dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejabtera di Kabupaten Sintang adalah 
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tingkat keakuratan data, yang selanjutnya berdampak kepada pendistribusian alat 

kontrasepsi bersubsidi yang tidak tepat sasaran. 

C.	 Definisi Operasional 

1.	 Implementasi adalah adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mengoperasikan sebuah program. 

2.	 Kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan yang dipilib dan dialokasikan 

secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang 

mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. 

3.	 Implementasi Kebijakan adalah suatu aktivitas dari kegiatan administrasi 

sebagai suatu institusi dimaksud sebagai salah satu proses kegiatan yang 

dilakukan oleh unit adrninistrativ atau unit birokratik. 

4.	 Pendataan Keluarga Sejahtera, adalah kegiatan pengumpulan data tentang 

data demografi dan KB , tahapan Keluarga Sejahtera dan data individu 

anggota keluarga yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Wilayah 

Republik Indonesia pada waktu yang telah ditentukan. 

5.	 Alat Kontrasepsi adaIah alat pengendalian dan pencegah proses reproduksi 

untuk wanita dan pria dalarn berkeluarga berencana. 
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DAHIll
 

METODE PENELITIAN
 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan 

kualitatif. Deskriptif dalarn hal ini dirnaksud yaitu prosedur pemecah masalah 

yang diselidiki dengan mengarnbarkanlmelukiskan keadaan subjek/objek 

penelitian (seorang, lembaga rnasyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 

bedasarkan fakta-fakta yang tarnpak atau sebagairnana adanya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu 

suatu prosedur penelitian untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa atau 

tempat tertentu secara rinei dan mendalarn. Penelitian ini dirnaksudkan untuk 

mengungkap penjelasanu kegiatan yang berhubungan dengan implementasi 

kebijakan mencakup peroses pendataan Keluarga Sejahtera dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di 

Kabupaten Sintang.. 

Dalarn kaitannya dengan penelitian ini yaitu Implementasi Program 

Pendataan Keluarga Dalarn Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten 

Sintang, maka langkah-langkah penelitian yang diternpuh oleh peneliti adalah 

melalui tiga jenis penelitian yaitu : 

1) Studi Kepustakaan, yakni melalui penelitian literatur atau buku, brosur­

brosur, buletin-buletin, laporan-laporan atau dokurnen-dokumen yang relevan 

dengan obyek penelitian. 
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2)	 Penelitian kelapangan yakni dengan melakukan penelitian dilapangan atau 

subjek penelirian dilokasi penelirian. 

3)	 Wawancara (interview), tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terkontrol (imervie guide). Pedoman wawancara yang dipakai agar 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tersistematis, tepat sasaran dan 

dapat memberi petunjuk mengenai pokok masalah yang hendak ditanyakan. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan kunci maupun 

informan lanjutan. 

2. Subjek Penelitian 

Sumber data penelitian adalah subjek darirnana data dapat diperoleh. 

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber 

data primer adalah informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 

pihak-pihak yang mempunyai peranan baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Pendataan Keluarga 

Sejahtera. 

Sedangkan yang menjadi subjek peneliti dalam penelitian ini adalah : 

1.	 Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Sintang 

2. Kepala	 Bidang Data dan Informasi Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang. 

3.	 Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang. 
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4. Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana. 

5.	 Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 

6. Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa (PPKBD) / Sub PPKBD 

3. Tebnik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yang 

diharapkan saling mendukung bagi terpenuhinya persyaratan suatu penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan dalam dua cara yaitu : 

1.	 Wawancara (interview), tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terkontrol . Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan 

kunci maupun infonnan lanjutan. 

2. Studi dokurnentasi digunakan untuk menghimpun data yang	 diambil dari 

dukumen yang relevan dengan masalah dan folcus penelitian. 

4. A1at Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data atau instrumen pegumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalarn kegiatan tersebut akan menjadi 

sistimatis. Adapun alat yang digunakan dalarn rangka pengumpulan data dalarn 

penelitian ini adalah : 

I.	 Pedoman wawancara 

2.	 Untuk mendapatkan dokurnen, maka penulis menggunakan alat berupa 

kamera, dan tape recorder 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalarn fonnula yang 

sederhana,dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, maksudnya analisis data 
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tidak saJa memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu memberikan 

kejelasan makna dari setiap penomena yang diamati, sehingga implikasi yang 

lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir 

penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan anal isis data kualitatif yaitu setelah 

keseluruhan data yang diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dan 

diinterpretasi sesuai dengan keperluan tujuan penelitian, setelah itu akan ditarik 

kesimpulan penelitian. 

Pengolahan data dimulai pada proses atau saat penelitian sedang 

berlangsung dan peneliti sebagai alat instrumen data sekaligus aIat pengwnpul 

data Langkah awal pendekatan kualitatif ialah rnenyeleksi tentang apa yang ingin 

diketahui. Sernua data bernilai sesuai dengan masalah yang diteliti, selanjutnya 

dibuat laporan penulisan. Kemudian data tersebut dilakukan analisis dengan 

mengambil langkah- langkah sebagai berikut : (l) reduksi data, yaitu kegiatan 

penyusunan abtraksi data, (2), penyajian data, yaitu berupa sajian pokok- pokok 

atau garis besar data yang kesahihannya terjarnin; (3). simpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan disusun secara tentatif guna diverifikasi selarna penelitian 

berlangsung. 

Berdasarkan langkah yang telah diungkapkan, maka dalam kegiatan analisa 

data dalam penelitian ini melakukan pemilahan- pemilahan data yang terjaring 

yang mempunyai konsep yang sesuai dengan data yang diperlukan, kemudian 

disusun secara sistematis data yang lebih sesuai. Kemudian diteliti kembali secara 

cermat mana data yang sesuai dan mana yang kurang sesuai. Setelah data 
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dianggap cukup dan telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan selanjutnya 

adalah menyusun kesimpulan. 

6. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian yaitu Kecamatan Dedai 

Kabupaten SL.'ltang Provinsi Kalimantan Barat. 
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BABV
 

SIMPULAN DAN SARAN
 

A.	 Simpulan 

1.	 Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang pada 

prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan proses dan tahapan-tahapan 

yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pendataan tersebut 

belum dilaksanakan secara optimal, hal tersebut dikarenakan dalam proses 

soialisasi tidak dilaksanakan secara rnaksimal dan dilaksanakan secara 

terbatas dengan informasi beIjenjang. Dalam melaksanakan kegiatan 

pelatihan hanya diberikan kepada Koordinatorr Penyuluh Lapangan 

Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana tanpa 

melibatkan petugas pendataan secara keseluruhan dan dilaksanakan dalam 

waktu singkat. 

2.	 Faktor penghambat dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera 

adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia petugas pendataan yaitu 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan PPKBD/Sub 

PPKBD, Kondisi Geografis Kabupaten Sintang yang sangat luas 

dengan akses transportasi yang terbatas, minimnya sarana dan 

prasarana pendukung serta terbatasnya Anggaran. 
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B.	 Saran 

I.	 Berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga 

Sejabtera di Kabupaten Sintang. Dalam hal pelaksanaan proses hendaknya 

dilakukan secara optimal dengan memaksimalkan kegiatan sosialisi, 

perhitungan sarana prasarana, tenaga dan wilayab, pembekalan kepada 

petugas pendata, pelaksanaan pendataan dan rekapitulasi hasil pendataan 

Keluarga Sejabtera. 

2.	 Berkaitan dengan Faktor penghambat dalam proses kebijakan Pendataan 

Keluarga Sejabtera, hendaknya Pemerintab Kabupaten Sintang 

memeperhatikan Sumber Daya Manusia dengan eara menambab petugas 

Penyuluh Lapangan Keluarga Bereneana, menyiapkan anggaran dana yang 

memadai serta menambab dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan 

dalam kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera. 
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Lampiran I 

PEDOMAN WAWANCARA 

Proses Implementasi Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera Oalam 
Pendistribusian Alat Kontrasepsi Oi Kabupaten Sintang : 

A.	 Sosialisasi pendataan 

1.	 Apakah sebelwn pelaksanaan pendataan keluarga terlebih dahulu 
dilaksanakan kegiatan sosialisasi ? 

2.	 Apabila jawaban ia, bagaimana mekanisme dan bentuk sosialisasi 
dilaksanakan ? 

B.	 Perhitungan sarana prasarana, tenaga dan wilayah 

I.	 Bagaiamana pelaksanaan perhitungan sarana prasarana, tenaga dan 
wilayah pada pendataan keluarga sejahtera ? 

2.	 Siapa saja yang terlibat didalam perhitungan sarana dan prasarana, 
tenaga dan wilayah dalam kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 

C.	 Pembekalanl pelatihan kepada petugas pendataan 

I.	 Apakah sebelwn dilaksanakannya pendataan keluarga sejahtera, 
terlebih dahulu dilaksanakan pembekalanJ pelatihan kepada petugas 
pendataan? 

2.	 Jika dilaksanakan, siapa saja yang terIibat dalam kegiatan pendataan ? 

3.	 Apakah pembekalanl pelatihan yang dilaksanakan sudah epektif dan 
tepat sasaran ? 

4.	 Berapa hari pelaksanaan pelatihanl pembekalan dilaksanakan ? apakah 
waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah 
dianggap oftimal ? 

O.	 Pelaksanaan pendataan 

I.	 Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan 
keluarga sejahtera ? 

2.	 Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejahtera ? 

3.	 Apakah ada kesulitan/ kendala didalam melaksanakan tugas pendataan 
keluarga sejahtera ? 
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4.	 Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam 
rnelaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejabtera ? 

E.	 Rekapitulasi hasil pendataan 

I.	 Bagairnana rekapitulasi pendataan keLuarga sejabtera dilaksanakan ? 

2.	 Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalarn rnelaksanakan rekapitulasi 
hasil pendataan ke1uarga sejahtera ? 

3.	 Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil 
pendataan keluarga sejabtera ? 

Faktor Yang Mempengarubi Dalam Proses Implementasi Kegiatan 
Pendataan Keluarga Sejahtera : 

A.	 Kejelasan Standar dan Tujuan Kebijakan 

I.	 Bagairnana kejelasan standar dan kebijakan pendataan KS di 
Kabupaten Sintang ? 

B.	 Komunikasi Antar Organillasi 

I.	 Apakab dalarn pelaksanaan kebijakan pendataan keluarga sejabtera di 
Kabupaten Sintang rnelibatkan SKPD lain ? 

2.	 Sebelurn pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejabtera, apakah terlebih 
dabulu dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD terkait ? 

C.	 Karakteristik Organisasi Pelaksana 

I.	 Apakah kebijakan pendataan keluarga sejabtera telab memiliki 
karakteristik lembaga yang kuat dari segi legalitas ? 

2.	 Apakah dibentuk tim yang rnelibatkan SKPD lain dalam rnelaksanakan 
kegiatan Pendataan Keluarga Sejabtera ? 

D.	 Kesediaan dan Komitmen Pelaksana 

I.	 Bagairnana kesediaan dan kornitmen BKB PP dalarn menjalankan 
kebijakan pendataan keluarga sejabtera ? 

2.	 Apakab kesediaan dan komitmen pelaksanaan Pendataan Keluarga 
Sejabtera telab dilaksanakan secara rnaksimal ? 
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E.	 Sumber Daya Manusia 

I.	 Bagaimana SDM yang berhubungan dengan petugas pendataan ? 

2.	 Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan 
kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 

3.	 Apakah jurnlah petugas sudah memadai dalam me!aksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 

4.	 Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan 
kegiatan pendataan ke1uarga sejahtera ? 

F.	 Kondisi Georafis 

I.	 Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ? 

2.	 Apakah kondisi wilayah di Kecamatan Dedai berpengaruh dalam 
pelaksanaan kegiatan pendataan ? 

G.	 Sarana dan prasarana 

I.	 Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung 
peLaksanaan pendataan keluarga sejahtera ? 

2.	 Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas 
dalam melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 

3.	 Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas 
pendataan ke1uarga sejahtera ? 

H. Anggaranl pendanaan 

I.	 Bagaimana ketersediaan anggaran didalam meLaksanakan kegiatan 
pendataan keLuarga sejahtera ? 

2.	 Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah 
cukup dan dianggap maksimal ? 

3.	 Darimana sumber pendanaan didalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
 

Nomor : 01 
NlI!Illl Narasumber : Drs. H.A. Darmanata,MM 
Jabatan : Kepala BKB PP KabupatenSintang 
Alamat : BKB PP Kabupaten Sintang 
Tempat Wawancara : BKB PP Kabupaten Sintang 
Tanggal wawancara : Rabu, 10 Jull 2013 
Waktu Wawancara : Pukul 09.00-11.00 Wib 
Pewawancara : Zulfian 

I.	 Bagaimana kejelasan standar dan tujuan kebijakan Pendataan Keluarga 
Sejahtera di Kabupaten Sintang ? 
Jawab : Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera sudah ditetapkan oleh 
pemerintah sebagai program nasional yang harus dijalankan, kita didaerah 
hanya meneruskan kebijakan tersebut. Untuk kebijakan Pendataan Keluarga 
Sejahtera juga mengacu pada program BKKBN secara nasional. 

2.	 Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di 
Kabupaten Sintang melibatkan SKPD lain ? 
Jawab : Tidak mellbatkan SKPD lain, sebab dalam pelaksanaan kegiatan 
Pendataan Keluarga Sejahtera bersipat sektoral. 

3.	 Sebelum pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera, apakah terlebih dahulu 
dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD lain ? 
Jawab : Dalam pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di 
Kabupten Sintang, secara politis selalu melaksanakan komunikasi antar 
organisasi, dalam hal ini berkoordinasi dengan instansi terkait guna 
mendpatkan dukungan secara moral dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud, 
akan tetapi secara sektoral pelaksanaan kegiatan dilaksanakan BKB PP 
sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan tanpa harus melibatkan SKPD lain 

4.	 Apakah kebijaka Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah 
memiliki karakteristik lembaga yang kuat dari segi legalltas ? 
Jawab : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 
2008 dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008, dimana SKPD kami ini 
mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pengelolaan 
keluarga bereI1cana dan pel11bangtUlB\1 lceluarga sejahtera di i(abupatell 
Sintang. Sedangkan pendataan kelurga sejahtera merupakan bagian dari 
program yang di kelola Bidang Data dan Informasi. 
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5.	 Apakah dibentuk tim yang melibatkan SKPD lain dalam pelaksanaan 
kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ? 
Jawab : Tidak 

6.	 Bagairnana kesediaan dan komitmen BKB PP dalam melaksanakan 
kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtem di Kabupaten Sintang ? 
Jawab : Dalam menjalankan kebijakan pendataan keluarga sejahtera, kami 
selalu berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas pendataan. 
Meskipun kadangkala kami terbentur dengan dukungan dana, sumber daya 
yang terbatas serta sarana dan prasarana yang minim, sehingga berdampak 
kepada pelaksanaan teknis dilapangan. 

7.	 Apakah kesediaan dan komitmen Pendataan Keluarga Sejahtera di 
Kabupaten Sintang telah dilaksanakan secara maksimal ? 
Jawab : Sudah maksimal 

8.	 Apakah Sebelum pelaksanaan Pendataan terlebib dahulu dilaksanakan 
sosialisasi ? 
Jawab : Dilaksanakan, sosialisasi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan 
dukungan dari semua pihak yang terlibat baik !angsung atau tidak dalam 
peroses pelaksanaan pendatalin, lebib jauh Kepala Badan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang mengatakan 
bailwa sosialisasi YllIlg d!lalcsanakar1 Illelalu! Illedia Illasya seperti radio, 
koran serta dengan melaksanakan pertemuan tatap muka. 

9.	 Apabilajawaban ia, bagaimana mekanisme dan bentuk sosialisasi yang 
dilaksanakan ? 
Jawab : Dalam pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara sistimatis sesuai 
dengan mekanisme dengan harapan akan diperoleh kemudaban dalam 
pelaksanaana dan mudah diinformasikan, mekanisme yang dilakukan adalah 
berupa informasi beljenjang mulai dari Badan Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang, Koordinator PLKB, PLKB 
dan PPKBD Kecamatan serta rnasyarakat. 

10. Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan 
wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : Bahwa dalam tahapanJperoses perhitungan sarana,tenaga 
dan wilayah, dengan maksud adanya pemetaaan terhadap 
pembagian wilayah pendataan, pemetaan dimaksud lebih di tujukan 
kepada petugas pendataan dilapangan yang melibatkan Koordinator 
Petugas Lapanngan Keluarga Berencana, Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana, Pembantu Pelaksana KB Desa dan Sub 
Pembantu Pelaksana KB Desa. 
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II. Siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan perhitungan sarana 
dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan Pendataan 
Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : Bahwa dalam perhitungan sarana prasarana, tenaga dan 
wilayah ada beberapa unsur yang dilibatkan yaitu Badan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang 
selaku penal1ggul1g jawab kegiatan, Koordinator Pel1yuluh KB 
Kecamatan dan PLKB Desa. -­

12.Apakah sebelum pendataan Keluarga Sejahtera,terlebih dahulu 
dilaksanakan pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendataan ? 
Jawab : dilaksanakan, dalam proses pelaksanaan pelatihan menghadirkan 
perwakilan-perwakilan dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Sintang. 

13. Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendataan ? 
Jawab : Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh Bidang 
data dan informasi, termasuk semua bentuk yang menyangkut teknis 
pelaksanaan kegiatan tersebut. 

14. Apakah pembekalan/ pelatihan yang dilaksanakan sudah epektif dan tepat 
sasaran ? 
Jawab : Belum epektif dan belum sepenuhnya tepat sasaran 

15. Berapa hari pelaksanaan pelatihan dilaksanakan ? apakah waktu yang 
disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap oftimal ? 
Jawab : Bahwa waktu yang disediakan dalam pelatihan/pembekalan hanya 
dilaksanakan satu hari, itupun dalam pelaksanaan tidak oftimal sehingga 
dalam penyampaian rnateri tidak maksimal, dikarenakan pendataan program 
rutin dilaksankan setiap tahun sehingga dalam menyempumakan pemabaman 
dalam tata cara pengisian Blanko tidak terlalu menemui kesulitan". 

16. Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejahtera ? 
Jawab : "Dalam tahapan pendataan, kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) 
bulan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus sesuai 
dengan tahun pelaksanaan pendataan, sesuai dengan program Badan 
Keluarga Berencana Nasional bahwa pelaksanaan kegiatan pendataan 
dilaksanakan setiap tahun. 

17. Siapa saja petugas	 yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejahtera ? 
Jawab : Penyuluh Lapngan KB dan PPKBD/sub PPKBD 

18. Apakah	 ada kesulitan/ kendala didalam melaksanakan tugas pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab: Ada 
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19. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan 
kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Kura:lgnya petugas pendata, sarana dan prasarana dan dukungan 
dana yang tidak memadai. 

20. Bagairnana	 pelaksanaan rekapitulasi pendataan keluarga sejahtera 
dilaksanakan ? 
Jawab : Ada beberapa blanko rekapitulasi yang harus diselesaikan 
oleh petugas pendataan keluarga sejahtera mulai dari tingkat 
dusun, tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, 
tingkat provinsi yang selanjutnya akan disampaikan kepada 
Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) pusat. 

21. Berapa 1anl8 waktu yang dibutultkan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Rekapitulasi hasil pendataan sesuai penjadwalan 
dilaksanakan selama I (satu) bulan dilaksanakan pada bulan 
oktober 2012". 

22. Apakah	 ada kesulitan didalarn melaksanakan kegiatan rekapitulasi basil 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Tidak ada kesulitan yang berarti 

23. Bagairnana Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan petugas 
pendataan ? 
Jawab : Dalam tupoksi yang telah ditetapkan dan yang berwewenang dalam 
melaksanakan tugas tersebut adalah Kepala Bidang Data dan Informasi yang 
dibantu 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, yaitu Kepala Sub Bidang 
Pengumpulan dan Pengolahan Data beserta Kepala Sub Bidang Evaluasi 
dart Pellyeb8!3Jl Illfo. Sedang Ulltu!c pelaksallaaIl tugas pelldataal1 di 
lapangan dilaksanakn oleh Koordinator dan PLKB beserta kader-kader 
pendataan yang ada di KecarnatanJKelurahanJ Desa yang dikenal dengan 
sebutan PPKBDI Sub PPKBD. 

24. Apakah	 tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan 
kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Sangat mempengaruhi 

25. Apakah jurnlah petugas	 sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Belum memadai 
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26. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakn oleh Koordinator dan 
PLKB heserta kader-kader pendataan yang ada di KecamatanlKelurahan/ 
Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBDI Sub PPKBD". 

27. Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ? 
Jawab : Sangat luas dengan kondisi infrastnddur yang tidak sepenunya 
mendukung dalam kegiatanpendataan. 

28. Apakah kondisi wilayah di Kecamatan Dedai bepengaruh dalam pelaksanaan 
pendataan Keluarga Sejahtera ? 
Jawab: Sangat herpengaruh 

29. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung 
pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Dalam proses pendataan sarana dan prasarana yang diherikan sangat 
minim, selain blanko pendataan sarana penunjang lainnya tidak ada 
diherikan kepada petugas pendataan. 

30. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mernpengaruhi tugas dalam 
melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : tentu herpengaruh 

31. Sarana dan prasarana apa saja yang diherikan kepada petugas	 pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : Hanya blanko pendataan dan alat tulis 

32. Bagaimana	 ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 

Jawab : Pelaksanaan pendataan Keluarga sejahtera dalam pendanaannya 
sangat terbatas. 

33. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup 
dan dianggap maksimal ? 

Jawab : Belum cukup dan tidak maksimal 

34.Darimana sumher pendanaan didalam melaksanakan kegiatan pendataan 
keluarga sejahtera ? 

Jawab : Sumher dana pusat yang di kelola Badan Keluarga Berencana dan 
Pemherdayaan Perempuan Kabupaten Sintang 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
 

Nomor : 02 
Nama Narasumber : Drs. Sudinnan, M.Si 
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Infonnasi 
Alamat : JI. Masuka Sintang 
Tempat Wawancara : BKB PP Kabupaten Sintang 
Tanggal Wawancara : Jumat, 12 Juli 2013 
Waktu Wawancara : Jam 10.00 - 12.00 Wib 
Pewawancara : Zulfian 

I.	 Bagaima:la kejelasan standar dan kebijakan Pendataan Keluarga Sejal1tera di 
Kabupaten Sintang ? 
Jawab: Pendataan Keluarga Sejal1tera merupakan kebijakan Nasional. 
menurut saya yang paling penting dilakukan adalal1 menindak lanjuti aturan 
kebijakan pemerintal1 (maksudnya pemerintal1 pusat) oleh pemerintal1 
Kabupaten Sintang melalui dukungan politis dari Dewan Pewakilan Rakyat 
Daerah, sehingga peDdanaan dan aturan-aturan teknis operasional untuk 
amelaksanakan pendataan dapat dijalankan dengan baik dan diterima oleh 
masyarakat serta mempunyai dasar hukum yang kuat. 

2.	 Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga Sejal1tera di 
Kabupaten Sintang melibatkan SKPD lain ? 
Jawab: Dalarn pelaksanaannya tidak melibatkan SKPD lain 

3.	 Sebelum pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejal1tera apakal1 terlebih dal1ulu 
dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD terkait ? 
Jawab: Dalarn pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait hanya sipatnya 
politis semata, dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejal1tera 
di Kabupaten Sintang tidak berpengaruh dalam pelaksanaannya dengan 
SKPD yang ada di Kabupaten Sintang 

4.	 Apakah kebijakan Pendataan Keluarga Sejal1tera di Kabupaten Sintang telal1 
memiliki karakteristik lembaga yang kuat dari segi legalitas ? 
Jawab: Secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga 
Sejal1tera di KabupateD Sintang tal1un 2012 dilaksanakan sesuai dengan 
Instruksi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 
1073/HK-OIO/G4 I 2012 dan dilannutkan dengan Instruksi Bupati Sintang 
Nomor: 4711112012 taIlggal 14 Agustus ~Ol? 

5.	 Apakal1 dibentuk tim yang melibatkan SKPD laindalam pelaksanaan 
kegiatan Pendataan Keluarga Sejal1tera di Kabupaten Sintang? 
Jawab: Tidak 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41438.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



6.	 Bagaimana kesediaan dan kornitmen BKB PP dalarn menjalankan kebijakan 
Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ? 
Jawab: Dalarn hal pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di 
Kabupaten Sintang, karni mempunyai kornitmen yang sungguh-sungguh 
da1arn menyukseskan pendataan dimaksud, dalarn hal ini Semua petugas 
pendata dilapangan sudah diintruksikan untuk tetap melakukan pendataan 
dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, meslclPUIl dilalrukan 
dengan berbagai keterbatasan. Dan senantiasa selaln mengedepankan 
komunikasi yang baik dengan petugas pendataan 

7.	 Apakah kesediaan dan kornitmen dalarn melaksanakan pendataan Keluarga 
Sejahtera di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan seeara maksimal ? 
Jawab: Sudah maksimal 

8.	 Apakah Sebelum pelaksanaan Pendataan terlebih dahulu dilaksanakan 
sosialisasi ? 

Jawab : Bahwa dalam kegiatan sosialisasi di Kecamatan hanya dilakukan 
kepa<ia Koordinator dan PLKB Kecarnatan yang sipatnya koordinasi, hal 
tersebut dilalrukan dikarenalcan masa\ah pendanaan yang terbatas sehingga 
dalarn pelaksanaan sosialisasi ke Kecamatan tidak dilaksanakn dengan cara 
mengumpul peserta di ruangan, sosialisasi yang dilaksanakan juga sebe!um 
pelaksanaan sosialisasi di Tingkat Kabupaten". 

9.	 Apabila jawaban ia, bagaimana mekanisme danbentuk sosialisasi yang 

dilaksanakan ? 
Jawab :Dalarn pelaksanaan sosialisasi pendataan pada tingkat Kecamatan 
dilakukan secara beJjenjang mulai dari Penyuluh Lapangan Keluarga 
Berencana (PLKB) sarnpai Kepa<ia Pembantu Pelaksana Keluarga 
Berencana Desa dan Sub PPKBD, hal itu dilalrukan dengan cara 
mengadakan pertemuan secara khusus yang dilaksanakan di sekretariat 
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecarnatan, dalarn 
pelaksanaan tersebut diharapkan kepada PLKB dan PPKBDI subPPKBD 
menyebarkan Sosialisasi Pendataan Keluarga Sejahtera kepa<ia Tokoh 
masyarakat, Tokoh Agarna, Tokoh Adat dan tokoh pemuda serta masyarakat 
yang berda di daerah binaannya masing-masing". 

10. Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan 
wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : Perhitungan sarana, tenaga dan wilayah dapat dijelaskan 
sebagai satu strategi persiapan sebelum pendataan keluarga 
sejahtera dilaksanakan. Lebih lanjut dikatakan Perhitungan sarana 
adalah salah satu upaya persiapan dalam pelaksanaan pendataan, 
dalarn tahapan ini adalah menyangkut kelengakapan sarana yang 
dapat mendukung atas keberhasilan kegiatan pendataan, seperti 
blanko pendataan yang berisi kolom-kolom isian pendataan yang 
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terdiri dari : data demografi dan KB (FORM A), dan tahapan Keluarga 
Sejahtera (FORM B) dan data individu anggota keluarga (FORM C). 
Perhitungan tenaga, adalah pembagian petugas pendataan sesuai dengan 
wilayah yang telah ditentukan, sedangkan pemetaan wilayah adalah 
pembagian wilayah pendataan sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan." 

II. Siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan perhitungan saraDa 
dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan Pendataan 
Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : "Bahwa keterlibatan Koordinator Penyuluh Lapangan KB 
dan Penyuluh Lapangan KB di Kecamatan sangat penting sekali, 
dikarenakan Koordinator PLKB dan Penyuluh Lapangan KB lebih 
memahami situasi dan kondisi di wilayah kerjanya masing-masing, 
sehingga dalam melaksanakan perhitungan sarana dan prasarana, 
tenaga dan wilayah akan lebih oftimal dan tepat sasaran". 

12.Apakah sebe1um pendataan Keluarga Sejahtera,terlebih dahulu 
dilaksanakan pembekalanl pelatihan kepada petugas pendataan ? 
Jawab :Bahwa sebelum dilaksanakan pendataan terlebih dahulu akan 
dilaksanakan pembekalanl pelatihan kepada petugas pendata, pelatihan juga 
dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterarnpil~ kinerja dan 
prilalu bagi petugas pendata dalam me1aksanakan tugasnya agar dapat 
memberikan manfaat sesuai dengan pelaksanaanny. 

13. Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendataan ? 
Jawab : Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihanl pembekalan dilaksanakan 
oleh Bidang data dan inforrnasi, terrnasuk semua bentuk yang menyangkut 
teknis pe1aksanaan kegiatan tersebut. 

14. Apakah pembekalan yang dilaksanakan sudah epektif dan tepat sasaran ? 
Jawab : Dalam pelaksanaannya sudah cukup epektif,sebab dalam 
pelaksanaan kegiatan pelatih~ materi yang disampaikan khusus yang 
berhubungan dengan tata cara pengisian blanko pendataan, sedangkan 
methode yang dilaksanakan lebih mengarah kepada studi latihan dengan 
cara pengelompokan dari peserta pembekalan. 

15. Berapa hari pelaksanaan pelatihan dilaksanakan ? apakah waktu yang 
disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap oftimal ? 
Jawab : Waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan sangat terbatas 
hanya disediakan selama satu hari, ini dikarenakan ada beberapa paktor 
diantaranya masa1ah pendanaan yang sangat terbatas, pendanaan yang 
terbatas bisa mempengaruhi dalam memaksimalkan tujuan yang akan 
dicapai dalarn suatu kegiatan. 
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16. Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejahtera ? 
Jawab : 3 (riga) bulan 

17. Siapa	 ~a petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejahtera ? 
Jawab : Penyuluh Lapngan KB dan PPI(BD/sub PPKBD 

18. Apakah	 ada kesulitan/ kendala didalam melaksanakan tugas pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : Ada 

19. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan 
kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Kurangnya petugas pendata. sarana dan prasarana dan dukungan 
dana yang tidak memadai. 

20. Bagaimana	 pelaksanaan rekapitulasi pendataan keluarga sejahtera 
dilaksanakan ? 
Jawab : Untuk kepentingan operasional pendataan Keluarga Sejahtera 
dilaksanakan sesuai tahapan sebagai berikut : (I). Sub Pembentu Petugas 
Keluarga Berencana Desa (sub PPKBD) membuat rekapituiasi basil 
pendataan pada tingkat RW/ Dusun; (2). Pembantu Pelaksana Keluarga 
Berencana Desa bersama Petugas Lapangan Keluarga BerencanalPetugas 
Keluarga Berencana atau Pengelola Keluarga Berencana Desai Kelurahan 
membuat rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga tingkat DesaI Kelurahan; 
(3).Pembina Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Pengelola Keluarga 
Berencana Kecamatan membuat rekapitulasi basil Pendataan Keluar tingkat 
Kecamatan; (4). Satuan KeIja Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga 
Berencana Nasional Kabupatenl Kota, dalam hal ini Badan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang membuat 
rekapitulasi basil pendataan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disampaikan 
ke Satuan KeIja Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana 
Nasional tingkat Provinsi, untuk selanjutnya akan diteruskan kepada Badan 
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 

21. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapitulasi basil 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab: Di laksanakan selama I (satu) bulan. 

22. Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi	 basil 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Ada 
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23. Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berhubWlgan dengan petugas 
pendataan ? 
lawab : lika dilihat dari jumlah dan Sumber Daya Manusia yang 
berhubWlgan dengan tugas pendataan, saya kira rnasih belum memadai dan 
sangat kekurangan personil dilapangan serta tidak didukWJg dengan tingkat 
pendidikan yang memadai. 

24. Apakah	 tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanalcan 
kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
lawab: Sangat mempengaruhi 

25. Apakah	 jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
lawab: Belum memadai 

26. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
lawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakn oleh Koordinator dan 
PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di KecamatanlKelurahan! 
Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBDI Sub PPKBD". 

27. Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ? 
lawab : Pada beberapa Desa kondisi geogIafis wilayah yang rnasih terpencil 
dan terisolir karena akses transportasi yang belum memadai berimplikasi 
terhadap waktu tempuh untuk masing-masing Desa". 

28. Apakah kondisi wilayah di Kecamatan Dedai bepengaruh dalam pelaksanaan 
pendataan J(eluarga Sejalttera ? 
lawab : Sangat berpengaruh 

29. Bagaimanakah	 ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukWJg 
pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ? 
lawab : Sangat terbatas 

30. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam 
melaksanakan kegiatan pelldataan keluarga sejahtera ? 

lawab : tentu berpengaruh 

31. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas pendataan 

keluarga sejahtera ? 
lawab : Bahwa sarana dan prasarana yang diberikan hanya sebatas alat tulis 

bolpoin, sedangkan sarana penunjang lain yang sangat penting adalah alat 

hitung tidak disediakan. 
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32. Bagaimana	 ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Terbatas 

33. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup 
dan dianggap maksimal ? 
Jawab : Belum cukup 

34. Darimana sumber pendanaan didalam	 melaksanakan kegiatan pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : dari APBN melalui dana dekosentrasi 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41438.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
 

Nomor	 : 03 
Nama Narasumber : Agus Suyono, S.Ip 
Jabatan	 : Kasubbid Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Alamat	 : JI. Oevang Urai Baning Kota Sintang 
Tempat Wawancara : BKB PP Kabupaten Sintang 
Tanggal wawancara : Jumat, 12 Juli 2013 
Waktu Wawancara : Jam 13.00-14.30 Wib 
Pewawancara	 : Zulfian 

I.	 Bagaimana kejelasan standar dan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtem di 
Kabupaten Sintang? 
Jawab: Kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera merupakan kebijakan 
BKKBN pusat yang dilaksanakan serempak secara Nasional, di 
Kabupatenlkota dalam pelaksanaannya diperkuat dengan Intruksi Bupati 
berdasarkan intruksi Kepala BKKBN pusat dan dilanjutkan oleh Intruksi 
Gubernur Kalimantan Barat, berdasarkan Tahun pelaksanaan Pendataan 
secara Nasional 

2.	 Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di 
Kabupaten Sintang melibatkan SDKPD lain ? 
Jawab: Tidak melibatkan SKPD lain 

3.	 Sebelum pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga SejaJ:ltera, apakah 
terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD 
terkait? 
Jawab: Komunikasi antar organisasi telah dilaksanakan sebelum kegiatan 
pendataan dimulai, dengan tujuan untuk medapatkan dukungan secara politis 
tanpa harus melibatkan SKPD lain untuk ikut serta dalam kegiatan 
pendataan. Lebih lanjut dikatakan komunikasi yang maksimal dilaksanakan 
pada tingkat Desa oleh PLKB dan petugas pendataan dilapangan 

4.	 Apakah kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang telah 
memiliki karakteristik lembaga yang kuat dari segi legalitas ? 
Jawab: ia memiliki 

5.	 Apakah dibentuk tim yang melibatkan SKPD lain dalam melaksanaan 
kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ? 
Jawab: Kami tidak membentuk tim lintas SKPD yang terkait dengan 
penanganan kebijakan pendataan keluarga sejahtera, karena kami merasa 
cukup marnpu untuk menjalankan kebijakan tersebut tampa harus 
membentuk tim yang melibatkan SKPD teknis lain diluar dari SKPD kami 
sebagai organisasi pelaksana, dan dalam pelaksanaan pendataan merupakan 
kebijakan sektoral yang telah ditetapkan dari Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional 
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6.	 Bagaimana kesediaan dan komitmen BKB PP dalam menjalankan kebijakan 
Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang ? 
Jawab: Sehubungan kesediaan dan komitmen dalam pelaksanaan 
kebijakan Pendataan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintallg, secara politis 
Pemerintah Kabupaten Sintang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, 
akan tetapi bentuk dukungannya tidak maksimal, walaupun demikian secara 
seidoral kegiatan pendataan tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan 
kebijakan yang telah ditetapkan 

7.	 Apakah kesediaan dan komitmen Pendataan Keluarga Sejahtera telah 
dilaksanakan secara rnaksimal ? 
Jawab: Sudah rnaksimal 

8.	 Apakah Sebelurn pelaksanaan Pendataan terlebih dahulu dilaksanakan 
sosialisasi ? 
Jawab ; Dilaksanakan 

9.	 Apabila jawaban ia, bagaimana rnekanisrne dan bentuk sosialisasi yang 
dilaksanakan ? 
Jawab : Dilaksanakan seeara berjenjang yang dilaksanakan oleh Badan 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang 
yang melibatkan Koordinator PLKB dan Penyluh Lapangan KB untuk 
selanjutnya akan diteruskan di tingkat Kecamatan dan Desa 

10. Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan 
wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : Perhitungan -sarana, tenaga dan wilayah lebih ditekankan kepada 
tahapan pemetaan atau pernbagian tugas yang akan dialaksanakan oleh para 
petugas pendataan., dalam tahapan ini dilakukan oleh Penyuluh Lapangan 
Keluarga berencana alas dasar intruksi dari Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang yang 
dilanjutkan kepada Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan". 

II. Siapa saja yang terlibat didalarn pelaksanaan perhitungan sarana 
dan prasarana, tenaga dan .wilayah dalarn kegiatan Pendataan 
Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : Kepala Bidang Data dan Informasi, Kepala Sub Bidang 
Pengurnpulan dan Pengolahan data serta Koordinator PLKB 
Kecamatan 

12.Apakah sebelum pendataan Keluarga Sejahtera,terlebih dahulu 
dilaksanakan pelatihan kepada petugas pendataan ? 
Jawab : dilaksanakan, da1am proses pelaksanaan pelatihan menghadirkan 
Koordinator PLKB dan PLKB Kecamatan 
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13. Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelatiban ? 
Jawab : Dalam peJaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan oleb Bidang 
data dan informasi, tennasuk semua teknis yang menyangkut pelaksanaan 
kegiatan tersebut. 

14. Apakab pelatiban yang dilaksanakan sudab epektif dan tepat sasaran ? 
Jawab : be!Wll epektif dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak melibatkan 
PPKBD Isub PPKBD Kecamatan 

IS. Berapa bari pelatiban dilaksanakan ? apakab waktu yang disediakan dalam 
kegiatan pelatiban dimaksud sudab dianggap oftimal ? 
Jawab : Babwa waktu yang disediakan sangat terbatas dilaksanakan satu 
hari, kalau dilibat dari rumitnya isian blanko yang ada dalam indikator­
indikator pendataan sekurang-kurangnya waktu yang barns disediakan dalam 
kegiatan pelatiban selama dua hari. 

16. Berapa lama	 waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejabtera? 
Jawab : 3 (tiga) bulan 

17. Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejabtera ? 
Jawab : Penyulub Lapangan KB dan PPKBD/sub PPKBD 

18. Apakab	 ada kesulitan/ kendala didalam melaksanakan tugas pendataan 
keluarga sejabtera ? 
Jawab: Ada 

19. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan 
kegiatan pendataan keluarga sejabtera ? 
Jawab : Kurangnya petugas pendata, sarana dan prasarana dan dukungan 
dana yang tidak memadai. 

20. Bagaimana pelaksanaan rekapitulasi pendataan keluarga sejabtera 
dilaksanakan ? 
Jawab : Dalam proses rekapitulasi dilakukan secara serempak., sesuai 
dengan program Nasional Pendataan Keluarga Sejabtera babwa dalam tabap 
rekapitulasi pendataan dilaksanakan selama kurang lebib satu bulan, dengan 
tabapan Rekapitulasi tingkat Dusun tanggal 14 Oktober sid 21 Oktober 
2012, Rekapitulasi Desa Tanggal 21 Oktober sid 28 Oktober 2012, 
Rekapitulasi Kecamatan Tanggal 28 Oktober sid 5 Nopember 2012, yang 
selanjutnya akan dilaksanakan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi 
dantingkat pusat, yang dialkukan seeara berjenjang sesuai dengan waktu 
yamg telab ditentukan. 
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21. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapituJasi basil 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Selama I (satu) bulan dilaksanakan pada bulan oktober 
2012". 

22. Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi	 hasil 
pendataarl keluarga sejahtera ? 
Jawab: Ada 

23. Bagaimana	 Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan petugas 
pendataan ? 
Jawab : bahwa petugas pendataan di Kecamatan Dedai sangat kurang 

dantidak memadai,akan tetapi pelaksanaan pendataan tetap dilaksanakan 
secara maksimal sesuai dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada. 

24. Apclcah	 tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan 
kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Sangat mempengaruhi 

25. Apakah jumlah	 petugas sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Belum memadai 

26. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakn oleh Koordinator dan 
PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di Kecamatan/Kelurahanl 
Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBDI Sub PPKBD". 

27. Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ? 
Jawab : Sangat luas 

28. Apakah kondisi wilayah di Kecamatan Dedai bepengaruh dalam pelaksanaan 
pendataan Ke1uarga Sejahtera ? 
Jawab : Sangat berpengaruh 

29. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung 
pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Bahwa sarana dan Prasarana pendukung Yllllg diberilcaIl Icepada 
petugas pendatan sangat minim sekali, kelengkapan sarana dan prasarana 
diberikan hanya sebatas Blanko-blanko pendataan ditambah bolpoin, sedang 
penunjang lainnya yang dianggap penting semisal kalkolator sebagai sara 
menghitung tidak diberikan. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana 
menjadi kendala dalam pelaksanaan pendataan. 
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30. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam 
melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : tentu berpengaruh 

31. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas	 pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : Hanya b1anko pendataan dan alat tulis 

32. Bagaimana ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : "Bahwa besar keciinya anggaran dalam kegiatan menjadi tolak 
ukur akan keberhasilan suatu program, khusus dalam kegiatan pendataan 
menurut saya dengan anggaran pendanaan beberapa tahilll terakhir dirasakan 
sangat minim sekali, hal itu akan lebih dirasakan oleh para petugas 
pendataan pada Kecamatan yang jauh dan akses antar dUSilll sangat terisolir 
sekali, cengan jarak jangkau yang jauh dan tidak diimbangi dengan biaya 
pendataan yang tidak memadai akan berdampak kepada ketidak seriusan 
para petugas pendata dilapangan". 

33. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup 
dan dianggap maksima1 ? 
Jawab : Belum cukup dan tidak maksimal 

34. Darimana sumber pendanaan didalam melaksanakan kegiatan pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : Dana dekosentrasi melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan Kabupaten Sintang 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
 

Nomor :04 
Nama Narasumber : Pardiono 
Jabatan : Koordinator PLKB Kecamatan Dedai 
Alamat : Desa Lundang Bam Kecarnatan Dedai 
Tempat Wawancara : Kantor Carnat Dedai 
Tanggal Wawancara : Senin, 15 Juli 2013 
Waktu Wawancara : Jam 09.00-11.00 Wib 
Pewawancara : Zulfian 

I.	 Apakah Sebelum pelaksanaan Pendataan terlebih dahulu dilaksanakan 
sosialisasi ? 
Jawab: Dilaksanakan 

2.	 Apabila jawaban is, .bagaimana mekanisme dan bentuk sosialisasi yang 
dilaksanakan ? 
Jawab : Melalui Badab Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
Kabupaten Sintang, dengan melalui media dan perternuan tatap muka 
dengan petugas pendata 

3.	 Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan 
wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : "Dalam pelaksanaan pemetaan dilaksanakan oleh Koordinator 
PLKB dengan melibatkan Penyuluh Lapangan KB' dengan cara 
membagikan sarana prasarana pendataan, menetapkan siapa petugas 
pendataan dan menentukan tempat pendataan sesuai dengan wilayah yang 
akan ditentukan". 

4.	 Siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan perhitungan sarana 
dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan Pendataan 
Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
selaku penanggung jawab kegiatan dengan melibatkan Koordinator 
PLKB dan PLKB Kecamatan. 

5.	 Apakah sebelum pendataan Keluarga Sejahtera,terlebih dahulu 
dilaksanakan pembekalanl pelatihan kepada petugas pendataan ? 
Jawab : ys, dilaksanakn 

6.	 Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendataan ? 
Jawab : Sesuai dengan Tupoksi kegiatan dilaksanakan secara teknis oleh 
KepaIa Bidang Data dan Informasi beserta staf 

7.	 Apakah pernbekalanJ pelatihan yang dilaksanakan sudab epektif dan tepat 
sasaran ? 
Jawab : Sudah tepat sasaran akan tetapi belum oftimal 
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8.	 Berapa hari pelaksanaan pelatihanl pembekalan diJaksanakan ? apakah 
waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap 
oftimal ? 
Jawab : Dilaksanakan I (satu) hari dan belum oftimal 

9.	 Berapa lama waktu yang diJaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejahtera ? 
Jawab : Dilaksanakan 3 (tiga) bulan, dimulai Juli, Agustus dan september 

10. Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejahtera ? 
Jawab : Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Pembantu Pelaksana 
Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/ sub PPKBD di Kecamatan 

11. Apakab	 ada kesulitanl kendala didalam melaksanakan tugas pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : Ia ada kesulitanl kendala 

12. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan 
kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Kurangnya tenaga pendata dan Dukungan dana dan sarana 

13. Bagaimana pelaksanaan rekapitulasi pendataan keluarga sejabtera 
dilaksanakan ? 
Jawab : Seluruh Tabapan, dalam proses rekapitulasi Pendataan Keluarga 
Sejahtera di Kabupaten Sintang telab diJaksanakan sesuai dengan waktu dan 
rencana yang telah ditetapkan, dan dalam proses pelaksanaan tidak terdapat 
kendala yang berarti dan secara berjenjang basil rekapitulasi dapat dikirim 
sesuai dengan waktu yang ditentukan secara Nasional. 

14. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapitulasi basil 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab: Selama I (satu) bulan 

15. Apakab ada kesulitan didalam meIaksanakan kegiatan rekapitulasi basil 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Tidak ada kesulitan yang berarti 

16. Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berbubungan dengan petugas 
pendataan ? 
Jawab :Bahwa Sumber Daya Manusia yang menyangkut petugas pendataan 
Keluarga Sejabtera di Kecamatan Dedai, tingkat pendidikan petugas 
pendataan rata-rata berpendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama) dan bahkan ada yang berpendidikan SD (Sekolah Dasar), dari segi 
usia rata-rata petugas pendataan berusia diantara 45 sampai dengan 50 
Tahun. 
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17. Apakah tingkat	 pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan 
kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Berpengaruh 

18. Apakah	 jumlah petugas sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Belum memadai 

19. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegialan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakn oleh Koordinator dan 
PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di KecamatanlKelurahani 
Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBDI Sub PPKBD". 

20. Bagaimana kondisi wilayab di Kecamatan Dedai ? 
Jawab : Sangat luas dengan kondisi infrastruktur yang tidak sepenunya 
mendukung dalam kegiatan pendataan. 

21. Apakah	 kondisi wilayab di Keeamatan Dedai bepengaruh dalam 
pelaksanaan pendataan Keluarga Sejabtera ? 
Jawab : Sangat berpengaruh 

22.	 Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung 
pelaksanaan pendataan keluarga sejabtera ? 
Jawab : Sarana dan prasarana sebagai alat penunjang pendataan sangat 
diperlukan, perlu dibagikan alat penunjang lain seperti kalkuIator, bahkan 
apabila anggaran memungkinkan para petugas pendataan bisa di bagiakan 
laptop, hal ini sangat memungkinkan diberikan dikarenakan para petugas 
pendataan tidak hanya bertugas mendata yang rutin setiap tahunnya, akan 
tetapi mereka selaku PPKBD juga membantu beban tugas lain yang 
menyangkut program Keluarga Bereneana dilapangan. 

23. Apakab ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam 
melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejabtera ? 
Jawab : tentu berpengaruh 

24. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas pendataan 
keluarga sejabtera ? 
Jawab : Hanya blanko pendataan dan alat tulis 

25. Bagaimana	 ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejabtera ? 
Jawab :Minimnya anggaran yang diberikan dalam melaksanakan pendataan 
merupakan masalab utama yang hams segera dieari solusinya oleh Badan 
Keluarga Bereneana dan Pemberdayaan Perempuan, untuk kedepannya 
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hendaknya anggaran pendataan harus lebih besar lagi dibanding dengan 
anggaran tahun-tahun sebelumnya 

26. Apakah anggaran yang disediakan dalarn kegiatan pendauian	 sudah cukup 
dan dianggap maksimal ? 
Jawab : Belum cukup dan tidak maksimal 

27. Darimana sumber pendanaan didalarn melaksanakan kegiatan pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : Tidak mengetahui secara pasti 
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TRANSKRlP HASIL WAWANCARA 

Nomor : OS 
Nama Narasumber : Mujiono 
Jabatan : Penyuluh Lapangan KB Kecamatan Dedai 
Alamat : Desa Menaong Barn Kecarnatan Dedai 
Tempat Wawancara : Desa Menaong Barn 
Tanggal Wawancara : Rabu, 17 JOO 2013 
Waktu Wawancara 09.30-11.30 Wib 
Pewawancara : Zulfian 

I.	 Apakah Sebelum pe1aksanaan Pendataan terlebih dahulu dilaksanakan 
sosialisasi ?
 
Jawab : Dilaksanakan
 

2.	 Apabila jawaban ia, bagaimana mckanisme dan bentuk sosialisasi yang 
dilaksanakan ? 
Jawab : Dalam hal pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan degan cara 
pertemuan dirumah-rumah kader pendataan, dalam hal ini PPKBDI 
Sub PPKBD, ini dirasakan efektif dilakukan mengingat pendanaan 
yang tidak memadai untuk mengumpul PPKBDI sub PPKBD, 
dalam pertemuan tersebut tidak hanya menyampaikan sosialisasi 
pendataan, akan tetapi sekaligus membahas tata cara pengisian 
blanko-blanko pendataan keluarga sejahtera, hal itu dilaksanakan 
mengingat dalam tahapan pelatihan di Kabupaten Sintang tidak 
mengakomodir semua petugas pendataan yang ada di Kecamatan. 

3.	 Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan 
wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : Dalam tahapan perhitungan sarana, tenaga dan wilayah 
sebelum Pendataan diIaksanakan, merupakan langkah positif degan 
tujuan dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat 
pelaksanaan pendataan, dan hasil pendataan lebih berkualitas 

4.	 Siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan perhitungan sarana 
dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan Pendataan 
Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
selaku penanggung jawab kegiatan dengan melibatkan Koordinator 
PLKB dan PLKB Kecamatan. 

S.	 Apakah sebelum pendataan Keluarga Sejahtera,terlebih dahulu 
dilaksanakan pembekalan/ pelatihan kepada petugas pendataan ? 
Jawab : ya dilaksanakn 
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6.	 Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendataan ? 
Jawab : Petugas pendata dilapangan yaitu Penyuluh Lapangan KB dan 
PPKBDI sub PPKBD. 

7.	 Apakah pembekalanl pelatihan yang dilaksanakan sudah epektif dan tepat 
sasaran ? 
Jawab : Sudah tepat sasaran akan tetapi belum epektif 

8.	 Berapa hari pelaksanaan pelatihanl pembekalan dilaksanakan ? apakah 
waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap 
oftimal ? 
Jawab : Dilaksanakan 1 (satu) hari dan belum oftimal 

9.	 Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejahtera ? 
Jawab: Dilaksanakan selama 3 (riga) bulan 

10.	 Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejahtera ? 
Jawab : Koordinator Penyuluh Lapangan KB, Penyuluh Lapangan KB dan 
Pembantu Pelaksana Keluarga Berencana Desa (PPKBD)I sub PPKBD di 
Kecamatan 

II. Apakah ada kesulitanl kendala didalam melaksanakan tugas pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : la ada kesulitanl kendala 

12. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan 
kegiataiJ. pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Kurangnya petugas pendataan dilapangan 

13. Bagaimana	 pelaksanaan rekapitulasi pendataan keluarga sejahtera 
dilaksanakan ? 
Jawab : Seluruh Tahapan, dalam proses rekapitulasi Pendataan Keluarga 
Sejahtera di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan 
rencana yang telah ditetapkan, dan dalam proses pelaksanaan terdapat 
kendala, seharusnya PPKBDI sub PPKBD melakukan rekapitulasi basil 
pendataan pada tingkat Desai Dusun, akan tetapi dalam kenyataannya 
direkap oleh PLKB Kecamatan. 

14. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab: Selama I (satu) bulan 
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15.	 Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Ada kesulitan, akan tetapi dapat diatasi oleh PLKB Kecamatan 

16.	 Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan petugas 
pendataan ? 
Jawab :l3alJwa Sumber Daya MaJlusia yang lllenYaJlgirut petugas pendataan 
Keluarga Sejahtera di Kecamatr>n Dedai, tingkat pendidikan petugas 
pendataan rata-rata berpendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama) dan bahkan ada yang berpendidikan SD (Sekolah Dasar), dari segi 
usia rata-rata petugas pendataan berusia diantara 45 sampai dengan 50 
Tahun. 

17. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi	 tugas dalam melaksanakan 
kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Berpengaruh, tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dalam 
pelaksanaan pendataan, dengan tingkat pendidikan yang memadai bagi 
pelugas pendata maka akan mempermudah dalam pelaksanaan terutama 
menyangkut wawancara dan pengisian blanko yang telah disediakan 

18. Apakah jumlah petugas	 sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Belum memadai, jumlah pelugas sangat minim sekali, di 
Kecamatan Dedai jumlah pelugas pendataan 2 (dua) Orang PLKB dan 
Dibantu 16 Orang PPKBDI Sub PPKBD, sedangkan di Kecamatan Dedai 
terdapat 20 (dua Pulub) Desa dengan 91 (sembilan Puluh satu) Dusun". 

19. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakn oleh Koordinator dan 
PLKB beserta kader-kader pendataan yang ada di KecamatanlKelurahan! 
Desa yang dikenal dengan sebutan PPKBDI Sub PPKBD". 

20. Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ? 
Jawab : Luas dengan akses tranfortasi darat dan sungai 

21. Apakah	 kondisi wilayah di Kecamatan Dedai bepengaruh dalam 
pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : Sangat berpengaruh dan tidak sebanding dengan faktor pendukung 
yaitu jumlah petugas pendata dilapangan, sarana prasarana dan pendanaan 
yang tidak memadai. 

22. Bagaimanakah	 ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung 
pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Tidak oftimal 
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23. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam 
melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Dapat mempengaruhi kwalitas basil pendataan 

24. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : lIanya b1anko pendataan dan alat tulis 

25. Bagaimana	 ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab :Tidak memadai dan perlu ditambah 

26. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup 
dan dianggap maksimal ? 
Jawab : Belum cukup dan tidak maksimal 

27. Darimana sumber peDdanaan didalam melaksanakan kegiatan pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab: Tidak mengetahui 
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lRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nomor ; 06 
Nama Narasumber ; Samian 
Jabatan ; PPKBDI sub PPKBD Kecamatan Dedai 
Alamat ; Desa Dedai Kanan Kecamatan Dedai 
Tempat Wawancara ; Kantor Kepala Desa Dedai Kanan 
TanggalWawancara ; Senin, 22 Juli 20\3 
Waktu Wawancara ; Jam. 09.00- 11.00 Wib 
Pewawancara ; Zulfian 

1.	 Apakah Sebelum pelaksanaan Pendataan terlebih dahulu dilaksanakan 
sosialisasi ? 
Jawab ; Dilaksanakan 

2.	 Apabilajawaban ia, bagaimana mekanisme dan bentuk sosialisasi yang 
dilaksanakan ? 
Jawab ; Sosialisasi Kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera dilaksanakan 
pada saat Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan melaksanakan kegiatan 
pembinaan kepada Kader-kader di lapangan serta dalam perternuan 
penyuluhan dimasyarakat, kader-kader dilapangan terdiri dari PPKBD dan 
Sub PPKBD, Kelompok Posyandu, Kelompok Bina Keluarga Balila (BKB) 
dan PKK Desa". 

3.	 Bagaimana pelaksanaan perhitungan sarana dan prasarana, tenaga dan 
wilayah pendataan Keluarga Sejahtera ? 
Jawab ; Dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan 
sebelurnnya 

4.	 Siapa saja yang terlibat didalam pelaksanaan perhitungan sarana 
dan prasarana, tenaga dan wilayah dalam kegiatan Pendataan 
Keluarga Sejahtera ? 
Jawab ; Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
selaku penanggung jawab kegiatan dengan melibatkan Koordinator 
PLKB dan PLKB Kecamatan. 

5.	 Apakah sebelum pendataan Keluarga Sejahtera,terlebih dahulu 
dilaksanakan pembekalanl pelatihan kepada petugas pendataan ? 
Jawab ; ya, dilaksanakn 

6.	 Jika dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendataan ? 
Jawab : Petugas pendata dilapangan yaitu Penyuluh Lapangan KB dan 
PPKBDI sub PPKBD. 
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7.	 Apakah pembekalan/ pelatihan yang dilaksanakan sudah epektif dan tepat 
sasaran ? 
Jawab : Sudah tepat sasaran akan tetapi belum epelctif 

8.	 Berapa hari pelaksanaan pelatiban/ pembekalan dilaksanakan ? apakah 
waktu yang disediakan dalam kegiatan pelatihan dimaksud sudah dianggap 
oftimal ? 
Jawab : Dilaksanakan I (satu) hari dan belum oftimal 

9.	 Berapa lama waktu yang dilaksanakan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejahtera ? 
Jawab : Dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan 

10. Siapa saja petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pendataan keluarga 
sejahtera ? 
Jawab : Koordinator Penyulub Lapangan KB, Penyulub Lapangan KB dan 
Pembantu Pe1aksana Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/ sub PPKBD di 
Kecamatan 

II. Apakah ada kesulitan/ kendala didalam me1aksanakan tugas pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : Ia ada kesulitan/ kendala 

12. Apabila jawaban ia, kesulitan apa yang dianggap berat dalam melaksanakan 
kegiatan pendataan ke1uarga sejahtera ? 
Jawab : Kurangnya petugas pendataan dilapangan 

13. Bagaimana pelaksanaan rekapitulasi pendataan ke1uarga sejahtera 
dilaksanakan ? 
Jawab : Sesuai dengan ketentuan, rekapitulasi tingakt Desai Dusun 
dilaksanakan oleh Penyulub Lapangan KB 

14. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil 
pendataan ke1uarga sejahtera ? 
Jawab : Secara keseluruhan I (satu) bulan, akan tetapi untuk 
rekapitulasi tinmgakat Desai Dusun dilaksanakan selama 2 (dua) 
mmggu 

15. Apakah ada kesulitan didalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil 
pendataan ke1uarga sejahtera ? 
Jawab : Ada kesulitan, terutama yang berhubungan dengan blanko isian yang 
sangat rumit 
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16.	 Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan petugas 
pendataan? 
Jawab :Sebagian besar Iulusan SDI SMP dengan usia rata-rata sudah tua 
antara 45-55 Tahun 

17.	 Apakah. tingkat pendidikan mempengaruhi tugas dalam melaksanakan 
~egiatan pendataan ~eluarga sejahtera ? 
Jawab : Tingkat pcndidikan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan 
pendataan, dengan tingkat pendidikan yang memadai maka akan 
mempennudah dalam pelaksanaan terutama menyangkut wawancara dan 
pengisian blanko yang telah disediakan 

18. Apakah jumlah petugas	 sudah memadai dalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Belum memadai 

19. Siapa saja yang dilibatkan sebagai petugas di dalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Petugas pendataan di lapangan dilaksanakn PLKB beserta kader­
kader pendataan yang ada di KecamatanlKeIurahan/ Desa yang dikenal 
dengan sebutan PPKBDI Sub PPKBD". 

20.	 Bagaimana kondisi wilayah di Kecamatan Dedai ? 
Jawab : Luas dengan akses tranfortasi darat dan sungai 

21. Apakah	 kondisi wilayah di Kecamatan Dedai bepengaruh dalam 
pelaksanaan pendataan Keluarga Sejahtera ? 
Jawab : Sangat berpengaruh dan tidak sebanding dengan faktor pendukung 
yaitu jumlah petugas pendata dilapangan, sarana prasarana dan pendanaan 
yang tidak memadai. 

22. Bagaimanakah	 ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung 
pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Tidak oftimal 

23. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi tugas dalam 
melaksanakan kegiatan pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab : Dapat mempengaruhi kwalitas hasH pendataan 

24. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada petugas	 pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : Hanya blanko pendataan dan alat tulis 

25. Bagaimana	 ketersediaan anggaran didalam melaksanakan kegiatan 
pendataan keluarga sejahtera ? 
Jawab :Tidak memadai dan perlu ditambah 
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26. Apakah anggaran yang disediakan dalam kegiatan pendataan sudah cukup 
dan dianggap rnaksimal ? 
Jawab : Belurn cukup dan tidak maksimal 

27. Darimana surnber pendanaan didalam melaksanakan	 kegiatan pendataan 
keluarga sejahtera ? 
Jawab : TidaJc lIleIlgetal1ui 
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DAFfAR INFORMAN 

1.	 Drs. H.A. Dannanata, M.Si, Kepala Badan Keluarga Bemcana 
dan Pernberdayaan Perernpuan Kabupaten Sintang 

2.	 Drs. Sudinnan,M.Si, Kepala Bidang Infonnasi dan Data Badan 
Keluarga Berencana dan Pernberdayaan Perernpuan Kabupaten 
Sintang 

3.	 Agus Suyono, S.Ip, Kepala Sub Bidang Pengurnpulan dan 
Pengolaban Data Badan Keluarga Berencana dan 
Pernberdayaan Perernpuan Kabupaten Sintang 

4. Pardiono, Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 
Kecarnatan Dedai 

5.	 Mujiono, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecarnatan 
Dedai 

6.	 Sarnian, Pernbantu Pelaksana Keluarga Berencana (PPKBD)/ 
Sub PPKBD Kecarnatan Dedai 
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Nama 

Tempatffaggal lahir 
Jenis Kelamin 

Status Perkawinan 

Pekerjaan 

Agama 

Pendidikan 

Alamat 

Nama Istri 
Pekerjaan Istri 

NamaAnak 

Nama Orang Tua 
Ayah 

Ibu 

BIODATA PENULIS 

: Zulfian, S.Ag 

: Sintang, 25 Januari 1970 

: Laki-Laki 
: Kawin 
: Pegawai Negeri Sipil
 

:Islam
 

: I. SD Negeri I Nanga Tempunak
 

2. MTs Negeri Sintang 

3. Madrasah Aliah Swasta Sintang 

4. Institut Agama Islam Negeri Pontianak 

:n. Teuku Umar Kelurahan Ladang Sintang 
Kalimantan Barat
 

: Arnawati, S.Sos
 

: Pegawai Negeri Sipil
 

: I. Talia Kurniatul Atiqah
 
2. Ghina Nailatul Salsabila 

3. Chamila Faiza Zulfa (Alrnarhumah) 

: H. Abdul Karim Mukmin
 

: Hj. Sukinah Liliana
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